
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023_2026

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 I ayat (2\
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu menyusun
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai
pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Rencana Penangguiangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O06 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
496711'

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahr.rn 2011 tentang Penanganan
Pakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

Mengingat
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 20lO
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri N<jmor 53 Tahun 2O2O tentang
Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penangguiangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor S3);

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh;

9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 terrtarrg
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun
2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022
Nomor 13);

MenetapKan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH
UTARA TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program

pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan
masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rak5rat.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha,
serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan keci1,
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan
ekonomi.

3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang
selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan
pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan
untuk periode 4 (empat) tahun.
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4. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan
daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1

(satu) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD, adalah dokumen perencErnaan daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang
selanjutnya disebut TKPD Kabupaten adalah wadah koordinasi
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk
penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan
kemiskinan ekstrem dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan Daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun
2026 daJam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan
beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I :Pendahuluan;
b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
d. BAB IV: Prioritas Program;
e. BAB V : Lokasi Prioritas; dan
f. BAB VI: Penutup.

(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan mitra
pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam
upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah.
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BAB III
PENJABARAN

Pasal 5

(1) Sebagai penjabaran dari prioritas progr€rm penanggulangan
kemiskinan 4 (empat) tahun RPKD dan tahun berjalan, maka
TKPKD perlu Meny'usun Rencana Aksi Tahunan (RAT);

(2) RAT sekurang-kuranya berisikan:
a. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan

dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
b. Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun

berjalan;
c. Matriks Rencana Aksi Tahunan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui TKPKD melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan bag, pelaksanaan Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak
mengikat.

BAB VI
BASIS DATA

Pasal 8

(1) Basis data pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
daerah menggunakan data Penyasaran Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial, dan/atau sumber data lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dilakukan verifikasi, validasi terhadap kelompok/individu
penerima bantuan.
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BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan
kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh selaku ketua
TKPK Provinsi paling sedikit I (satu) kali dalam I (satu) tahun.

(2) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) disampaikan
paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun angsaran berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon

I Dzulhijjah 1444

ACE UTARA,

AZWARDI

?,

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal lOJulL 2023 M

2I Dzulhijjah t444H

S DAERAH
N ACEH UTARA,

(

URTALA

BERITA DAERAiI KABUPATEN ACBH UTARA TAHUN 2023 NOMOR

1O Juli 2023 M

lrJ
o-

AH

-4J4,/



I,A.MPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMORAO TAHUN2023
TENTANG RENCANA PENANGGUI.A,NGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023_2026

BAB I
PENDAHT'LUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah serius yang sulit terurai bak
lingkaran setan. Benih-benih kemiskinan terus tumbuh dan

berkembang di antara ketersediaan sumber daya alam yang

melimpah. Kemiskinan merupakan masalah yang memiliki tingkat
kompleksitas tinggi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Salah

satu isu global yang menjadi perhatian dunia Internasional yalmi
Kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu target Sustainable
Development Goals (SDGs). Dokumen Sustainable Development Goals

(SDGs) telah disepakati oleh perwakilan 193 negara anggota pBB. Di
Indonesia SDGs yang telah di adopsi oleh pemerintah Republik
Indonesia menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017.

Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanalan secara

struktural/be{enjang, terintegrasi dan komprehensif serta bersifat
lintas selrtor baik pada dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan,
sosial dan dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat. pada Level

Nasional, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjadi target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

sebagaimana diamanatkan melalui peraturan presiden (perpres)

Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2O2O-2O24. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupaya untuk
menurunkan angka kemiskinan sampai mencapai angka 6,00-7,00
persen ta}:iun 2024. Sedangkan untuk pengembangan kewilayahan,
Persentase angka Kemiskinan di Provinsi Aceh ditargetkan sebesar

13,53 persen /tall,:ulr /2026. Sedangkan di Kabupaten Aceh Utara,
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara tahun
2023-2026 ditargetkan penurun€rn angka kemiskinan mencapai

Rencrrna Penonswlangan Kemi.skinan Daerah (RaKD) KaWffirfAy;S;Zl



angka 14 persen diakhir periode pelaksanaan Rencana pembangunan

Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utata2023-2026. Untuk mempercepat

pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah
membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor

0501216 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara.

Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menurunkan
persentase angka kemiskinan harus dilakukan secara terencana,

terkoordinir dan terpadu sehingga permasalahan kemiskinan bisa

dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui Dokumen Rencana

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun
2023-2026.

1.2. TuJuan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud

Menyediakan Dokumen dan menjadi acual dalam penanggulangan

Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Adapun tduan Rencana

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara yakni
sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;

2. Mengurangi beban hidup masyarakat miskin;

3. Meningkatkan akses dan Kualitas layanan infrastruktur dasar.

Renc,tna Penanggulangan Kemkkinan Dd.erah (RPKD) Kd.bttp@ten A.ph Utara
Tqlun 20272026 2
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1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 202l-2026
meliputi:

1. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 28 C ayal (1) dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

42861;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 442 I);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan

Kovenan Intemasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OOS-2O25 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 47OO);

7. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 20O9 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Rencflna Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kawaten Aeh (hara
Talqln 2023 2026 E



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2V2O24;

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 20lO tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2O11 tentang Tim Koordinasi

Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;

12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang

Tata Kerja dan Penyelarasan Kerj a Serta Pembinaan Sumber Daya

Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Malusia
dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem;

15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2022 tentang Penetapan Sumber

dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem;

16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunal Manusia
dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Ttrgas

Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan penghapusan

Kemiskinan Ekstrem;

17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2022 tenlang Kabupaten/ Kota

Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun
2022-2024;

Rencano Penanggwlqngan Kemi-skhan Daerah (RPKD) Kabup@ten A@h Utara
Talatn 2O23-2O26 E



18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh;

19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 ter-ltang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun

2023-2026;

Rencnna Penangwlangan Kemi.skinan Daerah (RPKD) Kobupaten Aceh tJtarq
Talun 2O23-2O26 E



BAB II
KONDISI TruUM DAERAII

2.1 Kondisl Geografi

Aspek geografi dan demografr mengkaji segala fenomena yang ada

di geosfer yang dapat mempengeruhi keberlangsungan hidup manusia.

Dalam aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

karakteristik lokasi dan wilayah, demografr dan potensi pengembangan

wilayah. Karakteristik lokasi dan wilayah mensajikan letak geografis,

topograli dan morfologi wilayah, jenis tanah dan kedalaman efektif

tanah, geologi serta serta kondisi iklim dari suatu wilayatr.

Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utara terletak
pada bagran utara Provinsi Aceh. Secara geografrs, batas wilayah

Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan

seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O0l tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahal Ibu
Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke

Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan

mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan

kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara
saat ini bersebelahan :

o Sebela utara : Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe

o Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur
o Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah

o Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

Gambaran tematik batas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana

Gambar 2.1 berikut :

Rencana PenangwlarLgan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten A@h lJtara
Tq,faln 2O2i-2O26 E



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara

 

Sunber: RTRW Kabupaten Aceh Iltara Talun 2013

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun
2O13 Tentang RIRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol2-2O32

disebutkan bahwa luas wilayah berdasarkan Undang-undang Darurat
Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara,
dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun lggg tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue dan luas wilayah
pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 20O1 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, maka
luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.296,86 km2 atau 329.686 Ha.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari
27 kecamatan 76 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara
administrasi perdesaan Kabupaten Aceh Utara hanya memiliki wilayah
gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan pembentukan Gampong
dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan paya Bakong merupalan
kecamatan terluas dengan luas 418,32 kmz atau 12,69 persen dari
luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam
1 sampai 4 kemukiman. Pemerintahan Mukim diatur dalam eanun
Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan eanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 14 Tahun 2Ol1 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan
kedudukan mukim sebagai unit pemerintah yang membawahi

Rencana Pen-angqtkrngan Kemi-skinan Daerah (RPKD) Kabupaten A@h lnaro
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beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim yang

bertanggung jawab kepada Camat. Luas wilayah, jumlah kemukiman
dan jumlah gampong di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada

Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kemukirnan dan Jumlah Gampong

di Kabu aten Aceh Utara menurut Kecamatan

Sumber: Bagian PeiterintaLan Mukim Setdakab Aceh Utara TaLatn 2O22 (Data diotah)

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bay,r.r,

Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan
Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan
jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak
75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni

No. Kecamatan
Luas

Wilayah
(Kmz1

Persentase Jumlah
Kemukiman

Jumlah
Gampong

1 Sawang 384,65 tt,67 ) 39
2 Nisam 1t4,74 3,48 J 29
a Nisam Antara 84,38 2,56 2 6
4 Banda Baro 42,35 t,28 2 9
q Kuta Makmur 151,32 4,59
6 Simpang Keuramat 79,78 2,42 2 16
7 Syamtalira Bayu 77,53 2,35 4 38
8 Geureudong Pase 269,28 a,t7 2 11
9 Meurah Mulia 202,57 6,15 50
10. Matangkuli 56,94 r,73 4 49
11. Paya Balong 414,32 12,69 4
t2. Pirak Timu 67,70 2,O5 2
13. Cot Girek 189,00 5,73 3 24
t4. Tanah Jambo Aye 162,98 4,94 47
15. Langkahan 150,52 4,57 23
16. Seunuddon 100,63 3,05 a 33
L7. Baktiya 158,67 4,8L 3 57
18. Baktiya Barat 83,08 2,52 a 26
19. Lhoksukon 243,OO 7,37 4 75
20. Tanah Luas 30,64 0,93 3 57
2t. Nibong 44,97 1,36 a
22. Samudera 43,28 1 3 1 3 40
23. Syamtalira Aron 28,13 0,85 4 34
24 Tanah Pasir 20,38 o,62 ) 18
25. Lapang 19,27 0,59 2 11
26. Muara Batu 33,34 1,01 ) 24
27 Dewanta-ra 39,47 t,20 c 15

TOTAL 3.296,86 r00,00 76 452

Reru nq. Pennnggulangan Kemiskitan Daerah (RpKD) Kabupaten A@h Utara.
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sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang

merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Nisam.

1. Topografi dan Morfologi Wilayah

Sebelah utara berbatasan dengan laut, yaitu Selat Malaka dan di
sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara

umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh

Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :

r Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.

o Dataran aluvial, yang terletak relative memanjang di belakang

dataran pantai.

c Zona lipatan, yang terletak relative memanjang di belakang dataran

aluvial.

c Zona volkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggungan

pegunungan.

Selaras dengan geomorfologi tersebut pada Gambar 2.2

diperlihatkan profil wilayah menurut arah utara-selatan, masing-

masing pada garis 960 55', 97o O4', 97o L2', dan 970 22' Bl.
Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.0OO (BAKOSURTANAL), yang

menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh

Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian yaitu:

r 0 - 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,37 Vo;

. 25 - 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 oh;

. 100 - 5OO m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 o/o;

. 500 - 100O m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 o/o;

o Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,147o

Gambar 2.2
Profil.Morfologi Wilayah Kabupaten A".h Utr{e, . ,,,
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PROf ITWIIAYAH XASUPA'IN A(EII UTAM

t
Sumber: NoskrrhTekni,s RTRW Kabupaten Aceh thara

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara

Sumber: Nqskah Telcrtis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari
Yayasan Leuser Intemasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran

kemiringan lahan di Aceh Utara yaitu :

c O - 2Yo : 50,38 o/o, atau sekitar 166.063 Ha;

. 2 - 8o/o : 18,85 o/o, atan sekitar 62.146 Ha;
o 8 - 15% : 10,54 o/o, atau sekitar 34.749 Ha;
c 15 - 25Vo : 9,59 ok, atan sekitar 31.617 Ha;

o 25 - 4ooh : 7,26 oh, atau sekitar 23.935 Ha;

o >4O%o : 3,39 o/o, atau sekitar lL.L76 Ha.
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Gambat 2.4
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara

a"l
i!-

Sunbet No,sk,,"h Tekni,s RTRW Ka.bupaten A(ph llt@ra

2. Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah
Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson dan klasifikasi menurut
Mohr, Schmid dan Perguson termasuk iklim tipe C. Wilayah
Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan

wilayah lainnya di Provinsi Aceh karena pengaruh pegunungan Bukit
Barisan, di mala wilayah sebelah utara dan timur pegunungan Bukit
Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat
dan selatannya.

Curah hujan ta-l.unan di wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkisar antara 1000 - 2500 mm, dengan hari hujan 92 lnan. Musim
hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan
maksimal terjadi di bulan Oktober-November yang mencapai diatas

350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara

musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi
pada bulan Februari sampai Juli dan yang cenderung terendah adalah

sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30oC dengan kisaran antelr:a 26oC

sampai 360C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28oC dan
pada musim kemarau suhu rata-rata adalah S2,BIC. Kelembaban

udara berkisar antara a4-89%o dengal rata-rata 86,6/o. Lebih jelasnya

sebagaimana tercantum pada gambar berikut :

Rencana Penanggulangan Kembkinan Da.erah (RPKD) Kabupatet A@h utara
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Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara

Sumber: No-skah Teknis RTRW Kabupaten Aceh lltqra

3. Jenis Tanah dan Keda-laman Efelrtif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian

lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan
dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis
tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumberdaya
tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten
Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar yaitu dominan
kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan
di pedalaman. Karalrterini selaras pula dengan kedalaman efektif
tanah, di mana sejak dari yang terdalam (>90 cm) sampai yang

terdangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir kepedalaman.
Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

a

Ren@na. Penanggulangan Kembkinan Daerah (RpKD) Kabupaten A@h utarq
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Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

1 I.-lr #
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Sumber : Naskah Teknis RTRW Kabupaten AcEh lltara

4. Geologi

Struktur geologl yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara
garis besar terdiri atas batuan Quarter yalg cenderung di bagian
pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian
pedalaman (bagian selatal). Sebaran ini selaras dengan topografi yang

menaik dari utara ke selatan dan selaras pula dengan pola hilir ke
hulu dalam DAS. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, karalrteristik
DAS merupakan gambaran spesilik mengenai DAS yang dicirikan oleh
parameter yang berkaitan dengan keadaan morfometri, topografi,
tanah geologi, vegetasi, penggunaan lahan, hidrologi dan manusia.
Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai
dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan
dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke
laut secara alami, yangbatas di darat merupakan pemisah topografis
dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan.

Wilayah Kabupaten Aceh Utara masuk kedalam klasifikasi WS

Jambo Aye (O1.05.A3) dan WS Pase-peusangan (0.1.03.8). WS Jambo
Aye mencakup DAS Jambo Aye, Krueng Keureutou, dal Krueng
Lueng. WS Pase-Peusangan mencakup DAS Krueng Geukeuh, Krueng
Mane, Krueng Pase, dan Peusangan (Berdasarkan Lampiran V.4

Rer.cr.na Penanswtansan Kemi.skinan Daerqh EIKD) Ka*F:;il2;:rg{r1|!

)
Ii

I

f.,

]

hj



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor

04 lPRTlMl2015 Tanggal 18 Maret 2015 tentang Kriteria dan

Penetapan Wilayah Sungai).

Garnbar 2.7
Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara

Sumbet Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh tltqra

WS Jambo-Aye merupakan wewenang pemerintah pusat yang

langsung di bawah pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dan
dikelompokkan menj adi satu Wilayah Sungai berdasarkal wilayah
strategis nasiona,l dan lintas kabupaten. WS Peusangan merupakan
lintas kabupaten yang menjadi wewenang Provinsi Aceh.

Gambar 2.8
Peta-Wilayah Sutrgai Kabupaten Aceh Utara

Sumber: KLHS Perubahan RPJMK A.Eh utaro Talwn 20 1 Z 2022
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Gambar 2.9
Peta DAS Kabupaten Aceh Utara

Sumber: KLHS Perubdllan RPJMK Aceh lJtara Tahtn 2O 1 7-2O22

Sementara itu, Peta WS dan DAS menurut Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanar No. SK.304/ MENLHK/ PDASHL/

DAS.O/7 l20l8 tentang penetapan peta daerah aliran sungai

diperlihatkan pada Gambar 2.8 dan 2.9. Secara keseluruhan persenta

seluas DAS yang berada di dalam batas administrasi Kabupaten Aceh

Utara disajikan dalam Gambar 2.lO berikut:

Gambar 2.1O
Persen Luas DAS di Kabupaten Aceh Utara

Grafik % l_uas DAS Kab. Aceh Utara

S\-tmber: KLHS Perubahan RPJMK Aceh Iltara Talatn 20 1 Z-2O22
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2.2. Koadlri Demografl

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020

sebanyak 602.793 jiwa. Luas wilayah 3.296,86 km2 maka kepadatan

penduduk mencapai 183 jiwa/km2 dengan sebaran di 27 kecamatan.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah

Lhoksukon sebanyak 49.733 jiwa, sedalgkan kepadatan penduduk

terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.162 jiwa/Km2.

Sebaliknya jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan

Geureudong Pase 5.534 jiwa dengan kepadatan 2L jiwa/l{m2,

sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.2 berikut :

Jumtah penduduk *"orrl:::f"? r,*., Luas wilayah dan
Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No. Kecamatan
Jumlah

Penduduk
(Jiwa)

Luas
Wilayah

(Km2)

Kepadatan
Penduduk

(Jiwa/Km2)
1 Sawang 39.063 384,65 to2
2 Nisam 19.663 t7t
.)

Nisam Antara 13.465 84,38 160
4 Banda Baro 7.926 42,35 147
5 Kuta Makmur 26.379 151,32 t74
6 Simpang Kramat 9.957 79,78
7 Syamtalira Bayu 22.393 77,s3 289
8 Geureudong Pase 5.534 27
9 Meurah Mulia 2t.o24 202,57 104
10. Matangkuli 18.756 56,94 329
11. Paya Bakong 15.555 41.8,32 37
12. Pirak Timu 8.799 67,70 130
13. Cot Girek 20.305 189,00 t07
14. Tanah Jambo Aye 44.222 162,98 27t
15. Langkahan 22.5t8 150,52 150
16. Seunuddon 25.9a2 100,63 258
17. Baktiya 37.657 158,67 .)1,7

18. Baktiya Barat 18.980 83,08 228
t9. Lhoksukon 49.733 243,OO
20. Tanah Luas 2s.193 30,64 822
21. Nibong to.778 44,91 240

Samudera 27.147 43,28 627
23. Syamtalira Aron 19.345 2a,13 688

Rencuna Perunggul@ngan Kemiskinal. D@eroh EPKD) KabupoteTl Aeh Utara
Tolun 2023-2026 E
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No. Kecamatan
Jumlah

Penduduk
(Jiwa)

Luas
Wilayah

(Km'z)

Kepadatan
Penduduk

(JiwalKm2l
24. 9.97a 20,38 490
25. Lapang t9,27 457
26. Muara Batu 27.753 33,34 832
27. Dewantara 45.882 39,47 7.762

TOTAL 602.793 3.296,86 183
Sumber : Bod an Pusat Stati.stik Kabupaten Aceh tJtara Talun 2O2 1

Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa

kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan

nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk

lebih besar.

1. Distribusi Jum1ah Penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2017-

2020 tersebar di 27 Kecamatan ditunjukkan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara

Menurut Kecamatan Tahun 2Ol7 -2021

No. Kecamatan
Tahun

20L7 2018 2020 202t
1 Sawang 39.r75 38.769 39.470 39.063 39.470
2 Nisam t9.404 i9.350 19.700 19.663 19.853

Nisam Antara t3.740 13.746 13.465 13.554
4 8.185 8.330 8.481 7.926 7.95t
5 Kuta Makmur 25.244 25.O85 25.539 26.379

9.788 9.904 10.o83 9.957 10.049
7 Syamtalira Bay'u 2t.47t 21.380 2t.767 22.393 22.671
8 Geureudong Pase 4.907 5.109 5.202 5.534 5.631
9 Meurah Mulia 20.153 20.085 2t.o24 21.306
10 18.913 18.866 19.20a 18.756 18.927
11 Paya Bakong 14.422 14.455 15.555 15.804

Pirak Timu 8.302 4.444 4.799 4.9t2
13 Cot Girek 2t.147 2r.06t 2t.442 20.428
t4 Tanah Jambo Aye 45.968 45.442 46.264 44.222 44.57A
15 Langkahan 23.95t 23.416 24.247 22.518 22.591
16 Seunuddon 26.536 26.83r 25.982 26.762
T7 Baktiva 38.018 37.632 38.313 37.657 38.057
18 Baktiya Barat 19.518 t9.46t 19.813 18.980 t9.tt7
19 Lhoksukon 51.679 51.050 51.974 49.733 50.134
20 Tanah Luas 25.538 25.374 25.833 25.t93 25.425

Rencana Penqnggulangan Kelr"iskinan Da.erah (RPKD) Kabupaten Aceh lJtqra
Tdlun 2023-2026 E
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No. Kecamatan
Tahun

20t7 2018 2019 202t
2t Nibong to.277 10.385 10.573 ro.77a to.92l
22 Samudera 28.393 28.178 27.t47 27.t47 27.326
23 Syamtalira Aron 18.949 14.902 19.345 19.345 t9.576
24 Tanah Pasir 9.345 9.469 9.978 9.978 10.110
cq, Lapang 8.936 9.067 8.806 8.864
26 Muara Batu 28.486 24.270 28.782 27.996
27 Dewantara 50.990 50.373 51.285 45.AA2 45.951

Jumlah 602.554 608.39? 619.407 602.793 608.106

2. Pertumbuhan Penduduk

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan
jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan
dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. A.rgka
pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang

berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah
penduduk di masa depan. Secara umum Angka pertumbuhan

Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi
oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel
2.4 berikut menampilkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten
Aceh Utara pada tahun 2OlO dan 2O2O.

Reruc8,na Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RpKD) Kabupaten Aceh Utara
Talruu.n 2O23-2026 E
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Tabel 2.4
l,aju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2OlO dan2O2O

Sumber : Badon h$at Stc'tistik Kabupaten Acch Utora Tahtn 2O2 1

b. Perkembangan Pertumbuhan Penduduk

Gambaran perkembangan pertumbuhan penduduk dari tahun
2O19 sampai dengan 2O2l dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

No. Kecamatalr

Jumlah
Pendudu

k
(Jiwa)

Jumlah
Penduduk

(Jiwa)

Laju
Pertumbuhan
Penduduk Per

Tahun (%)

Laju
Pertumbuhan
Penduduk Per

Tahun (o/o)

2020 2010
I Sawang 34.O24 39.063 2,06 1,39
2 Nisam 17.255 19.663 1,08 1,3 1

Nisam Antara 12. i95 13.465 0,60 1,OO
4 Banda Baro 7.437 7.926 o,24 o,64
5 Kuta Makmur 22.204 26.379 0,86 1,74

6
Simpang
Keuramat 8.781 9.957 3,58 1,26

7 Syamtalira Bayu 19.1 10 22.393 2,3r 1,60
8 Geureudong Pase 4.4a4 5.534 1,94 2,73
9 Meurah Mulia t7.756 2r.o24 0,89 1,70
10. Matangkuli 16.558 18.756 7,12 1,25
11. Paya Bakong t2.794 15.55s 1,70 1,97
12. Pirak Timu 7.474 8.799 1,66 r,65
13. Cot Girek 78.492 20.305 -o,48 o,94
14. Tanah Jambo Aye 39.461 44.222 1,95 1,15
15. Langkahan 21.090 22.51a 3,91 0,66
16 Seunuddon 23.457 25.982 3,81 1,03
17 Baktiya 32.73t 37.657 1,47 7,41

Baldiya Barat t7.oa2 18.980 1,11 1,06
19. 49.733 I,a7 1,15
20 Tarra.l. Luas 22.2t7 2s.193 1,40 t,27
27 Nibong 9.127 10.778 0,45 1,68

Samudera 24.589 27.t47 2,31 0,99
23. Syamtalira Aron r 6.591 19.345 2,t5 1,55
24 Tanah Pasir 8.445 9.978 2,61 1,68

Lapang 7.974 8.806 1 I 4 1,00
26. Muara Batu 24.585 27.753 3,08 1,22
27. 45.882 1,15 o,47

TOTAL 534.O85 602.793 t,69 L,22

Renena Penqrggulangan Keni.skin,:n Daer@h (RPKD) Kabupaten A@h Wqra
Tdlun 2O23-2O26 E
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No Kecamatan
Angka Pertumbuhan Penduduk (%)

2017 2018 20t9 2020 202r
1 Sawang 1,55 2.72 t,78 1,39 1,04
2 Nisam 1,53 1,89 r,57 1,31 o,97

Nisam Antara 153 2.OO 1,68 1,00 0,66
4 Banda Baro 1,58 t,a7 o,64 o,32
5 Kuta Makmur 1,54 7,99 1,67 r,74 1 38
6 Simpang Krarnat 1,50 t,97 1,65 r,26 o,92

Syamtal.ira Bayu t 5 1 1,85 1.54 1,60
8 Geureudong Pase 1,50 2 1 2 r.7a 1,75
9 Meurah Mulia 1,56 2,Ol 1,68 1.,70 1 34
10 Matangkuli 1,53 2,t2 t,7a t,25 0,91
11 Paya Bakong r,52 2,OO 1,67 t,97 1,60
t2 Pirak Timu 1 53 2,OO 1.67 1,65 7,24
13 Cot Girek 1,51 2 1 1 t,77 o,94 o,61
t4 Tanah Jambo Aye 1,53 ca7 I,92 i 1 5 o,81

Langkahan 1 4a 1,98 1,65 o,66 o,32
16 Seunuddon 1,52 1,91 1,60 1,03 o,69
t7 Baktiya 7,54 2,25 r,89 1 ,47 1,06

Baktiya Barat 1,52 ) 1) t,7a 1,06 o,72
19 Lhoksukon L,52 2,27 1,9 1 1 1 5 o,8l
20 Tanah Luas 1,52 2 1 5 1,81 7,27 o,92
2t Nibong 1,55 2,11 t,77 1,68 1,33
22 Samudera 7,52 2.20 1,85 oqq o,66
aa Syamtalira Aron 1,54 2,12 1,78 1,55 1,19
24 Tanah Pasir 1,56 189 1,57 1,68 7,32
25 Lapang I 54 2,to 1,75 1,00 o,66
26 Muara Batu 1,53 2,25 1,90 o,88
27 Devr'antara 1,53 2,26 1,90 o,47 o,15

Jumlah 1,53 , 1) t,7a t,22 o,88

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten

Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O21

Sumber Bad.an F;sat Statistik Kabupaten Aeh lltara Talun 2022

2.3. Alses Pelayaaaa Publik
a. Pelayanan Dasar

Analisis kine{a atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap
indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang urusan
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan ralryat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang tenaga

kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan,

Ren.,na Penonggulangan Kemiskb].,n Doerah @PKD) Kabupaten A(ph Inqra
Tah)n 2023-2026 E

1,56

7 1,24
2,r3

15

18

t,22



pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan

informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal,

kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan,

perpustakaan dan kearsipan.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk menstabilkan norma dan

nilai masyarakat, begitu pentingnya masalah pendidikan sebagai

media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata
susila keyakinan dan nilai-nilai da561 agar masyarakat luas berfungsi

secara baik dalam berbangsa dan bernegara, maka diperlukan 4 pilar
yang kokoh yang bersinergi untuk menunjang hal dimaksud yaitu
perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi
pendidikan, tata kelola dan akuntabilitas publik, dan pendidikan yang

bernuansa islami. Indikator kinerja pelayanan pendidikan dapat

dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan
prasarana, ketersediaan tenaga pengajar serta tingkat kelulusan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)

Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang

diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang

berakhlak mulia sebagai insane pembelajar sepanjang hayat yang

mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai

keadaan dan tantangan masa depan. Misi PAUDNI adalah

memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik secara merata,

bermutu, relevan, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani oleh

pendidikan formal melalui penyelenggaraan pelayanan pendidikan

anak usia dini, penyediaan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan

kursus dan pelatihan, penyediaan pelayanan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidik non formal, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan lain yang ditqjukan untuk mengembangkan kemampuan

dan potensi peserta didik. Perkembangan jumlah pendidikan Anak
Usia Dini Kabupaten Aceh Utara tahun 2O17-2021 sebagaimana

terlihat pada Tabel 2.6 berikut:

Rertcana Penanggulangan Kemi,skinan D@erah (RPKD) Kabup@ten Aceh Inara.
Talatn 2O23-2O26 a



Tabel 2.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O27

Sumber : Dina.s Pendidikan d.qn Kebudq.gaon Kabupaten Aceh utara Talun 2022

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah
siswa pada jenjang pendidikal tertentu dengan penduduk usia
sekolah dan dinyatakan dalam persentase, APK untuk mengetahui

banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu
makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang

bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar
usia sekolah.

Tabel 2.7
Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2Ol7-2O21

Sumber: Di,i,o-s Pendidikan dan Kebudagoan Kabupaten Aceh lJtara Tahun 2O22

b. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan adalah menyelesaikal
pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah

disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda
tamat belajar lljazah. Komposisi penduduk menurut tingkat

No Jenjang Pendidikan
Jumlah Satuan Pendidikan /Siswa

20t7 20t8 20t9 2020 202t
1 JumlahSiswa

TK/RA/PAUD
Sejenis

30.15
8

3 1.80
6

15.71
4

18.34
6

18.866

2 Jumlah penduduk
usia 3-6 tahun

42.O2
8

48. 18
9

48.42
8

48.56
8

48.632

APK (%) 62,79 66,00 32,45 37,77 38,79

Uraian
Tahun

2017 2078 2019 2020 2021
Jumlah Murid SD/MI 7t.294 72.945 74.393 73.877
Jumlah Penduduk Usia 7-
12 Tahun 67.OO7 64.3r7 68.820 70.747 72.6A2

APKSD/Mr (%) 106,4 106,77 105,80 105,15 tot,64
JumlahSiswa SMP/MTs 34.676 34.47s 33.708 36.800 37.365
Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 13- 15
Tahun

33.768 33.143 32.393 36.348 37.s89

APK SMP/MTs (%) 102,51 l04,o1 tot,24 99,40

Rent:ana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Utara
To,lvn 2023-2026 E

72.870

104,06



pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran terhadap kualitas
sumber daya malusia. Semakin banyak penduduk yang

berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang

semakin baik.

Tabel 2.8 menunjukkan trend angka penduduk yang

menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP keatas

menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat dalam 5
(lima) tahun terakhir. Meningkatnya jumlah penduduk yang

menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kesadaran penduduk

terhadap pendidikan terus meningkat.

Tabel 2.8
Persentase Penduduk Kabupaten Aceh Utara Berumur 15 Tahun Ke

Atas Menurut ljazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2OL7 -2027

Sumber: Bqdan Pusat Stati,stik Ta.luttl 2O22, Data diolah

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara siswa usia
sekolah tertentu padajenjang pendidikan dengan penduduk usia yang

sesuai dan dinyatakal da-lam persentase. APM digunakan untuk
mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada
jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia
sekolah yang bersekolah sesuai usia yang tepat di jenjang pendidikan

tertentu. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat
pada Tabel 2.9 berikut :

Pendidikan 2017 2018 20t9 2020 202r

Tidak Mempunyai
Iiazah, 12,21 t3,28 9,76 7,40

SD/MI 34,59 30,47 24,25 26,95 22,88

SMP/MTs 24,99 24,t3 25,s7 27,O7

SMA/SMK/MA 21,93 25,15 30,14 32,42 3r,29
DI/DII/DIII 2,O8 r,77 1,67 1,85 2 1

Drv/s1/s2ls3 4,20 5,20 5,29 6,01 6,25

Total 100 i00 100 100 100

Ren ana Petanggulongan Kemi,skinar. Daerqll (RPKD) Kabupaten A(Eh lJtara.
Talitn 2023-2026 24

to,42

24,a9



Tabel2.9
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2Ol7-2021

Sumber : Dino.s Pendidikan dan Kebuddgan K@bupaten Aceh (h@ra Talu.n 2022

APM Kabupaten Aceh Utara untuk jenjang Pendidikan SD/MI
dan SMP/MTs dari tahun 2017 sampai 2O2l fluktuatif namun
cenderung menurun, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat

masyarakat yang menyekolahkan anak tidak tepat waktu untuk
jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan
fasilitas pendidikan dapat diketahui dengan menggunakan indikator
yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya

serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran
yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan
jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang

mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Kenaikan persentase

jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya
partisipasi sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia
pendidikan dasar, SD (7-15 tahun) danSMP (1S-18 tahun) yang masih
menempuh pendidikan per I.OOO jumlah penduduk usia pendidikan
dasar. Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada
Tabel 2.10 berikut :

Uraian Tahun
2077 2018 20t9 2020 2021

Jumlah Murid SD/MI usia
7- 12 tahun 62.556 63.735 64.779 68.057 64.876

Jumlah Penduduk Usia 7-
12 Tahun 67.OO7 68.3 i7 68.820 70.747 72.6a2

APM sD/Mr (%) 93,36 o? oo 93,t7 96,20 49,26
Jumlah Siswa SMP/MTs
Usia 13- 15 talun 25.7t4 25.773 27.671 26.327

Jumlah Penduduk
kelomook Usia 13- 15

33.768 33.143 32.393 36.348 37.589

APM SMP/MTs (%) 76,15 77,76 76,39 76,73 70,o4

Rencqna Penanggulangan Kemiskinan Daemh {RPKD) Kabup@ten Aeh Utara
Toh n 2023-2026 E

24.744



Tabel 2.10
Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan

Kabu ten Aceh Utara Tahun 2017-2021

Sumber : Bodqn Pusat Stati.stik ?ah1rn 2022

e. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah perbandingan antarajumlah capaian

kine{a APS tingkat jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dengan
jumlah seluruh APS jenjang pendidikan tertentu sekabupaten

dikalikan dengan seratus persen. Angka putus sekolah menunjukkan
tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka
putus seko1ah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti
sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen

sebagaimana terlihat pada Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara

Tahwn2OLT-2021

Sumber : Dinqs Pen-didikan dan Kebudagaan Kabupaten Acph Utara Talun 2O22

f. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan jumlah lulusan pada
jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa
tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu tahun sebelumnya.
Tingkat kelulusan bias menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan
proses pendidikan. Tabel 2.12 menunjukkan tingkat kelulusan dari
tahun ke tahun dalam periode 2Ol7- 2021.

Ta.l.un
Jenjang Pendidikan

20La 2019 2020 2021

SD/MI 100% 99,640 99,24Yo 99,99o/o 98,7 50/o

SMP/MTs 96,790/o 97,600/o 97,990k 98,38"/o 98,490/o

Tahun
No Jenjang Pendidikan

2017 2018 2019 2020 2021
1 SD/MI 0, 14 0,13 o,t7 0,16 0,35

2 SMP/MTs o,47 0,33 0,66 0,56 1,76

Rencanq. Penanggulongan Kemiskinan Daerah (RPKD) K(.bup@ten A@h Utara
Talun 2023-2026 26
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Tahun
No

Jenjang
Pendidikan 2017 20ta 2019 2020 2021

SD/MI 97,80 99,79 99,56 99,56 99,99
2 SMP/MTs 98,00 99,80 ac o'7 99,49 qq qq

Tabel2.l2
Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara

Tahun2077-2021 sen

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudagaan Kabupaten Aceh lJtara Talun 2O22

g. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan jumlah
siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu tahun tertentu
dengan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dibawahnya tahun
ajaran sebelumnya dikalikan seratus persen. Angka melanjutkan
sekolah mulai SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMp/MTs ke

SMU/SMK/MA pada periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada

Tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2O 17-2021 (Persen)

No Jenjang Pendidikan
Tahun

2017 20t8 2019 2020 2021

1
Dari SD/MI ke
SMP/MTs 44,23 a5,76 90,56 86,56

2
Dari SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK 49,2r 86,2

9 85,75 84,97 86,68

Rata-rata 46,72 85,5
5

85,76 a7,77 46,62
Sumber : Dir.o,s Pendidikan dan Kebudagaan Kabupaten A(ph (Jtara Tafutn 2O22

h. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu bagian penting yalg
akan mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif.

Kebijakan peningkatan fasilitas pendidikan yaitu dengan menyediakan

Ruang Kegiatan Belajar-mengajar (RKB), Laboratorium dan fasilitas
pendukung lainnya akan membantu tindakan guru dalam mengajar.

Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dapat

dilihat pada Tabel2.74 berikut:

Renrana Penenggutangan Kemiskbwn Daera.h (RPIO) Kabupaten Aceh Inara
Tolotn 2023-2O26

1

27

84,8
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Tabel 2.14
Jumlah Fasilitas Pendidikan

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O21

No Jenjang Pendidikan
Tahun

2017 2018 2019 2020 202r
1 SD/MI 472 412 412 413 366

2 188 188 198

Jumlah 587 600 611 511
Sumber: Dbus Pendid*an dan Kebudagan Kabupaten Aceh Utara Talaln 2022

Teknologi pendidikan bukan dipandang secara fasilitas seperti
laptop dan infokus. Akan tetapi teknologi merupakan ide untuk
merancang program tersebut dan sarana prasararna tersebut hanya
merupakan alat bantu pendidikan. Teknologi pendidikan yang

terpenting adalah ide guru, rancang€rn guru, dan cara guru dalam
mengajar. Teknologi pendidikan ada,lah tindakan guru untuk
mengarahkan siswa pada tujuan pendidikan. Alat bantu yang

merupakan fasilitas tersebut yaitu gedung RKB (Ruang Kegiatan

Belajar-mengajar) yang merupakan sarana pembantu dari tindakan
guru dalam mengajar.

Kondisi fasilitas sekolah dapat juga dilihat dari akreditasi
sekolah. Pada tahun 2O2L, PAUD yang telah terakreditasi berjumlah
105 dari 514 sekolah atau hanya sebesar 20,43 persen. Untukjenjang
Pendidikan SD, 363 sekolah atau 99,18 persen telah terakreditasi
dengan status akreditasi A sebesar 18,85 persen. Sedangkan untuk
jenjang SMP, 129 sekolah atau 88,97 persen telah terakreditasi dengan

status akreditasi A sebesar 26,21 persen. Sekolah yang telah
memperoleh akreditasi A untuk semua jenjang pendidikan berjumlah
112 dari 1.025 sekolah atau 10,92 persen. Jumlah sekolah yang telah
terakreditasi untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagaimana

Tabel 2.15 berikut :

Rencana Penangrylangan Kemiskinan Daerah {RpIO) Kabupaten A@h Utara
Tald,n 2023-2026 2a

SMP/MTs 145
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Tabel 2.15
Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2O21

No Jumlah
Sekoiah

Status
Akreditasi

Jumlah
Terakreditasi Persentase

PAUD
(TK,

Paud,
SBB, SPS}

514

Akreditasi A 5 o,97
Akreditasi B 63 12,26
Akreditasi C .t/ 7,20
Belum Ter
Akreditasi 409 79,57

2 SD 366

Akreditasi A 69 18,85
Akreditasi B 255 69,67
Akreditasi C 39 10,66
Belum Ter
Akreditasi o,82

3 SMP 145

Areditasi A 38 26,2t
Akreditasi B 64 44,L4
Akreditasi C 27 18,62
Belum Ter
Akreditasi 16 11,03

Sumber ; Din{rs Pendidikan dan Kebudagan Kabupaten Aeh Utara Talun 2022

i. Guru yang Memenuhi Kualifftasi

Kualifikasi gunr merupakan faktor yang sangat penting dalam
rangka mendongkrak peningkatan mutu pendidikan. peningkatan

jumlah guru yang berkualifrkasi SI/D.IV selama periode 2Ol7-2O2t
sangat dipengaruhi oleh faktor tuntutan peraturan yang mensyaratkan

kualifrkasi S 1 / D. IV untuk mendapatkan tunjangan profesi/ sertilikasi.
Persentase guru yang berpendidikan SI/D.IV selama lahun 2OI7-
2O2l dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel2.16
Guru dengan Kualifikasi S1/D-W

Kabu ten Aceh Utara Tahun 2017 -2021

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudagadn Kabupaten Aeh Utara 2O22

2017 2018 2079 2020 202r
1

D4
Jumlah Guru SD/MI > 4.955 4.t22 4.777 5.O47 4.779

Jumlah Guru 7.OO7 4.734 5.482 5,270 5.590

Persentase SD/MI 70,7 7 87,O7 a7,o3 95,77 85,49

2
S1 /D4
Jumlah Guru SMP/MTs > 4.046 2.5t3 2.747 2.666 2,74O

Jumlah Guru 4.572 2.691 2.923 2.761
48,67 93.39 93,98 96,56 94,46

Rencana Pena nggulangan Kemi.skinan Dqerah (RPIA) K.tbupaten A(Eh Utqro
Talatn 2023-2O26

Jenjang

1

J

29

Tahun
No Uraian

S1

2.943
Persentase SMP/ MTs



j. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan
dasar meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian;
Kompetensi profesional; dan Kompetens sosial. pendidik meliputi
pendidik pada TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Kompetensi guru dapat
dilihat dari hasil uji kompetensi guru. Hasil Uji Komptensi Guru (UKG)

yang dilaksanakan pada tahun 20 19, hanya 6T persen guru yang lulus
UKG.

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayr (AKB) merupakan indikator keberhasilan
pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat menggambarkan
perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai

indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program
pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah
jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang

dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2OIT -202 1 berada pada 3-

5 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.17
Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2OI7-2O2L

Uraial
Tahun

20t7 2018 20t9 2020 a6c 1

Angka Kematian
Bayi (AKB)

s/
1000

3/
1000

4/
1000

s/
1000

s/
1000

Sumber: Dna.s Keselatan Kqbupaten Aceh ut@ra Talatn 2022

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator lainnya untuk menilai derajat Kesehatan masyarakat
adalah Angka Kematian lbu (AKI). AKI merupakan salah satu
indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI

adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan
nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau
pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti
kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI di
Kabupaten Aceh Utara selama tah:un 2Ol7 -2021 adalah sebagai

berikut :

Rencanq PerurLggl.tlangan Kemi.skinan Daerah (RPKD) Kabupaterr A@h Utara
Tdtut t 2023-2026 30



Tabel 2.18
Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2017-2021

Uraian
Tahun

2017 2018 20t9 2021.

t49 /
100.000

rrt /
100.000

2o7 I
100.000

2281
100.o00

Sumber: Dina-s Kesehatqn Kabupqten Aceh tltara Ta.Lun 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Aceh Utara masih
berfluktuasi, pada tahun 2017 sejumlah 149 dan terjadi penurunan
pada tahun 2018 menajdi 111 dan pada tahun 2021 kembali naik
mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKI

harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan screening bagj
ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan gangguan

kesehatal lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian khusus
bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut diatas sehingga

dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi

terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan.

c. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatal ibu dan anak-anak sejak usia dini
merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan

kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi

yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan

psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan

kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan

anak.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan
diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam
rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikal kemudahan kepada
masyarakat, dalam memperoleh pelayalan kesehatan dasar, untuk
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah
Posyandu dan jumlah balita yang dilayani di Kabupaten Aceh Utara
selama tahrun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut :

Rentgna Penqnggulangan Kemi,skinan Daerah EPKD) Kaburyten AcEh utara
Tolun 2023-2026

2020

Angka Kematian
Ibu (AKI)

138/
100.ooo
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Tabel 2.19
Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita

Kabupaten Aceh Utara TaJ::tn 2Ol7-2O21

Sumber : Dtna.s Kesehatan Kabupqten Aceh Utqra Talun 2O22

Rasio posyandu pada tahun 2O17-2021 berada attara 14-22

posyandu per 1.000 balita, rasio ini telah memenuhi standar yaitu 12-

5O posyandu per 1.0O0 balita.

3. Pekeq'aan Umum

a. Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan

unsure penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan

bernegara, dalam pembinaa-n persatuan dan kesatual bangsa, wilayah

negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan

umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian system transportasi mempunyai peranan

penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan

budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan

pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan

pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan

nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional,

serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran

pembangunan.

Bahwa untuk terpenuhinya peranan jalat sebagaimana

mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban

menyelenggarakan jalan. Dan agar penyelenggaraan jalan dapat

dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan
keterlibatan masyarakat. Penyelenggaraan j alan itu sendiri meliputi
kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dal pengawasan

jalan.

URAIAN
Tahun

20t7 2018 2019 2020 2027
Jumlah Posyandu 952 952 962 969 969
Jumlah Balita 64.763 +2.160 53.563 54,494 51.909
Rasio Posyandu/ Satuan
Balita

t4,70 22,58 18,09 t7,7a 18,66

Reruaina Penanggutangan Ketniskinan Daerah (RPIID] Kabupqten Aceh Ut L0.
Tals.n 2O23-2O26



Penyelenggaraan jalan dilakukan dengan mengutamakan
pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta j alan-jalan
yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah
pemasaran. Penyelenggaraan jalan diarahkan untuk pembangunan
jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional
sehingga menjangkau daerah terpencil. Arah dari penyelenggaraan

jalan adalah untuk mewujudkan:

- Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang

sama, merata, dan seimbang

- Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

- Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik
Panjang jalan Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan hingga
tahun 2021 adalah sepanjang 2.O32,8O Km, dengan kondisi sebagai

berikut: Kondisi jalan mantap sekitar 42 persen; kondisi jalan tidak
mantap sebesar 58 persen dari total panjang jalan Kabupaten Aceh

Utara. Untuk kondisi Jalan Tahun 2OLT -2O2I dan persentase

perkembangan kondisi jalan dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut :

Tabel 2.2O
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2Ol7-2O21

Uraian
Tahun

20t7 2079 2020 202t
Kondisi Jalan
Mantap (Baik
+Sedang)

72Yo 29o/o 3lo/o 26,l7Yo 42Yo

Kondisi Jalan
Tidak Mantap
(Rusak
Ringan +
Rusak Berat)

28Y. TLYo 69Yo 73,83Y. SaYo

Sumber : Dinas PWR Kobupqten Aceh Lltqra 2022

Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan kondisi jalan
mantap. Penurunan kondisi jalan umumnya disebabkan oleh berbagai

ha1, di antaranya: umur konstruksi, cuaca, bencana alam,
pemanfaatan melebihi kapasitas jalan, dan sebagainya. Namun,
penyebab paling utama penurun:rn kondisi jalan pada tahun 201g
adalah perubahan metode penilaian.

Rencana Penangrylangan Ke"niskinan Daerah (RPKD) Kabupqten A@h Utdra
Tolun 2O23-2026 .)J

201a



Jika sejak tahun 2013, penilaian kondisi jalan dibagi menjadi
2 (dua) kelompok jenis lapis permukaan, masing-masing untuk lapis
permukaal aspal dan untuk lapis permukaan perkerasan berbutir,
maka sejak tahun 2O18, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara mulai
mengadakan penilaian dengan metode yang berbeda. penilaian kondisi
jalan tidak lagi membagi jenis lapis permukaan aspal dengan 1apis

permukaan perkerasan berbutir. Penilaian dengan cara tersebut
memiliki konsekuensi semua jalan dengan jenis lapis permukaan
perkerasan berbutir secara otomatis masuk kedalam kategori rusak.

b. Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan
pembuangan air untuk menunjang pertalian yang jenisnya meliputi
irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa

dan irigasi tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari
sumbernya dan disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau
tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian, sedangkan air
yang berasal dari jaringan tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi
lahan pertanian. Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha
tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan
pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani,
yang diwujudkan melalui keberlanjutal sistem irigasi. Keberlanjutan
sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan

sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersifat
partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingal
dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat
petani. Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan dan tanggung
jawab untuk Daerah irigasi (DI) dengan luas <1.000 hektar yang
berada dalam wilayah aceh utara. Sedangkan selebihnya, Daerah
Irigasi (DI) dengan luas 1.0O0 hektar sampai dengan 3.0OO hektar
adalah menjadi wewen€rng dan tanggung jawab provinsi, dan Daerah
Irigasi (DI) dengan luas >3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan

dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Penetapan Status Daerah
Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerinta_h

Rencona PeluTnggulangon Kemiskinan Daerah (RPIKD) Kabup@ten A@h Utara
To.lun 2023-2026



Tabel2.2l
Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Kewenangan
No Kewenangan Jumlah DI Luas (Ha)

1 Pemerintah aJ 29.O59
a Lintas Kabupaten/ Kota 1 15.993
b. Utuh Kabupaten 2 13.066

2 4 6.434
a. Lintas Kabupaten/ Kota
b. Utuh Kabupaten 4 6.434

J Pemerintah Kabupaten 118 20.643
Total r25 56.136

Sumber : Permen P..PR Nomor 14/ PRT/ M/ 20 15

Luas baku irigasi kewenangan kabup aten 2A.643 hektar dengan

luas potensial 4.993 hektar. Peran sektor pertanian sangat strategis

dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian

tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupalan sala_h satu
komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang

mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan
pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk
swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan,

meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan,

perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Nilai SPM andalan ketersediaan air irigasi merupakal rasio

ketersediaan air di petek-petat sawah dalam jumlah, waktu, dan

tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi
berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Rasio

perkembangan jaringan irigasi dapat dilihat sebagai berikut :

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten AcEh utara
Tatun 2O23-2O26

Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomorl4/PRTlMl2OlS tanggal 21 April 2015.

Luas daerah irigasi di Kabupaten Aceh Utara adalah 56.136 Ha yang

terdiri dari 125 Daerah Irigasi (DI) merupakan kewenangan pemerintah

pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana disajikal pada Tabel 2.2 1

berikut :

Pemerintah Provinsi
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Uraiaa Tahun
2017 20ta 2020 2027

Panjang Saluran (m) 564.366 564.366 567.188 567.188

Luas Lahan Budidaya
Pertanian (Ha) 52.4a1 52.4at 52.48t s2.481

Rasio Andalan 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11

Tabel2.22
Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi

Kabupaten Aceh Utara Tab::l:. 2Ol7 -2021

Sumber : Din-os Pekerjaan Umum dan Penataq.n Rl1a/.g Kabupaten Aceh lJtara Talatn 2O22

Upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan,

rehabilitasi serta operasi dal pemeliharaan (O&p) jaringan irigasi
sesuai kewen€rngan pemerintah termasuk di dalamnya adalah
kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanazrn, pengawasan dan
pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani.

Tabel 2.23
Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OlZ -2021

Uraian Tahurr
2017 2018 20t9 2020 2027

Kondisi Balk (o/ol 35,27 35,s9 35.91 36.23 40.00

Kondisi Rusak (%) 64,73 64,41 64.O9 63.77 60.00
Sumber : Dinos Pekerjaan Unlum dan Penqta.an Ruang Kab. Aceh Utara Talu,ttt 2O2j

c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Peningkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus
diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui
berbagai kolaborasi program dal pendanaan. Air bersih adalah salah
satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa
dimalfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam
melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah
sanitasi. Kebutuhan air untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua)

parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber

air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air
hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air
dapat diukur dengan parameter seperta bau, rasa, tingkat kekeruhan
dan warna. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat
dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.24

berikut:

Rencana Perldngwlongan Kemiskinan Daerah {RPIo) Kabupqten A@h tJtara
Tat, n 2023-2026

2019
567.188

52.44t
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Tabel 2.24
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2OLT-2O2I

Sumber : Dd,nas Perurahaln Rakgat dqn Kawasan permukim@n Kqb. Aceh Iltara 2022

d. Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan pelayanan dasar sanitasi merupakan kewajiban
pemerintah dalam menjamin tersedianya akses sanitasi layak bagi

lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya keras untuk
memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat
berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasaraia
sanitasi yalg berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaial akses

sanitasi yang layak.

Tabel 2.25
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tah:urt 2Ol7-2O21

Uraian
Tahun

2017 2018 20t9 2020 2021
Jumlah rumah tinggal
berakses sanitasi 80.895 85.952 91.610 95.657 96.292

Jumlah seluruh
rumah tingqal 139.846 140.035 t42.587 v2.a27 742.a46

Persentase 57.85 61.38 64,25 66,98 67,4t
Sumber : Dinas Perumahen RakAat dan Kqua-san Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

Capaian pembangunan rumah tangga bersanitasi pada tahun
2017 sampai dengat 2O2l cenderung meningkat, dari tahun
sebelumnya peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan
terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/ miskin.

e. Infrastruktur Drainase

Fungsi komponen drainase adala_h upaya pembuangan air hujan
keluar dari lokasi permukiman perumahan, pasar dan fasilitas umum
lainnya untuk menguraagi atau menghindari terjadinya genalgan air,
mengendalikan volume air yalg dapat berpotensi menggenangi di
lokasi tanpa sumur resapan. Drainase mempunyai beberapa sistem
yang terdiri dari drainase Primer, drainase sekunder, dan drainase
tersier.

No Uraian Tahun
2017 2074 20t9 2020 2021

1 Jumlah rumah
tangga pengguna
air bersih

48.920 93.845 99.743 to3.217 to4.820

2 Jumlah seluruh
rumah tinggal 139.846 140.035 742.587 142.A21 742.446

Persentase 63.58 67.O2 69,95 72,27 73,38

Rerunna Penanggulangan Kemiskinan Daeroh (RPI(D) Kobupatetl Aceh Utqra"
Talotn 2023-2026 .)/



TahunUraian
2017 2018 2079 2020 2027

Panjang Jalan
Bertrotoar dall
Drainase (Krn)

253,52 262.79 265,49 264,54 269,37

Panjang Jalan
Lingkungan

2.r20,43 2r52.43 2155,06 2157,O2 2.r42,23

Persentase 1 1,96 T2.TA t2,32 t2,45 t2,34

Tabel 2.26
Panjang Jalan yang MemiJiki Trotoar dan Drainase / Saluran

Pem Air al 1 5m Tahtn 2Ol7-2O21

Sumber : Ditto.s Peruma.han Rakgat & Kawasan Permukiman Kab. Aeh Utara. Tatd.Ln 2022

Pembangunan drainase lingkungan perdesaan, perkotaan dan

kawasan pasar dilaksanakan melalui peningkatan program

pembangunan Saluran drainase/ gorong-gorong. Peningkatan kualitas
sa-luran drainase yang baik (lancar) harus diupayakan pemerintah

untuk menjaga kondisi lingkungan dan pusat-pusat aktifitas
masyarakat dalam kondisi bersih, sehat dan tertata dengan baik.

Gerakan gotong royong untuk menjaga kualitas saluran dalam kondisi
lancar perlu di tingkatkan, selain untuk menjaga kondisi lingkungan
juga terjalin hubungan kebersamaan antara pemerintah dan

masyarakat dalam membangun daerah.

f. Infrastruktur Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum

Gedung yaitu segala sarana, prasar€rna atau infrastruktur dalam

kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun

peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan

fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi

cuaca, harga, kondisi tanah, dan alas an estetika. Pembangunan

Infrastruktur dan fasilitas pubtik dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara saat ini berada di

Lhoksukon, sehingga perlu pemindahan kegiatan perkantoran yang

selama ini ada di Lhokseumawe. Pembangunan beberapa kantor
pemerintahan telah dilakukan yang sebagian besar berlokasi di
Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon yang lebih dikenal dengan

sebutan Landing. Saat ini, baru 16 dari 33 SKPK yang telah berkantor
di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Ren ana Penanggulangan Kemiskitton Daerah (RPKD) Kabupaten A@htnara
Ta,lnarl 2023-2026 38



g. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan, dan kecukupal minimum luas bangunan,

serta kesehatan penghuninya. Penyedian rumah layak huni juga

merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggung jawab

pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya

terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Persentase

tahun ketahun semakin meningkat dibandingkan persentase rumah

layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak
huni dilihat pada Tabel 2.27 berlkut:

Persentase Rumah ffit# 3flt* un2orz-2o2t

Prasarana Tahun

2017 2018 2019 2020 2021
Rumah Layak
Huni 119.497 t21.399 I23.152 t24.497 124.6tO

Jumlah Rumah
Tingqal 139.846 140.035 t42.6a7 t42.82t 42.a46

Persentase 85,45 86,69 4637 87,77 87,23
Sumber : Dinq.s Perumah.an Ra.kgat dan K@wasan Pemukiman Ko.b. Aeh tltara 2022

Upaya pembangunan rumah layak huni terus dikembangkan

dengan pemanfaatan dari berbagai sumber pendanaan seperti
pemanfaatan dana DOKA, TDBH Migas, ZIS serta dana desa.

4. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka
pemberdayaan ekonomi rakJrat untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat dan memperluas lapangan peke{aan. Semakin banyaknya
koperasi aktif, maka diharapkan semakin menurunnya angka
kemiskinan dan menguralgi angka pengangguran. Jumlah
keseluruhan koperasi di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun
2021 sebanyak 486 unit yang terdiri dari 163 koperasi aktif dan 323

koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif dari tahun 2017 s.d
2021 terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana yang tercantum
pada Tabel 2.28 berikut ini :

Rencand Pensnggutarlgqn Kemiskinan Daerah (RpI(D) Kabupaten A@h Aaxa,
Tarun 2023-2026 39



No. Uraian
2077 2018 2019 2020 202r

1 Jumlah Koperasi 462 466 468 471
2 Jumlah Koperasi Aktif 138 741 148 153 163

Jumlah Koperasi Tidak
Aktif 324 325 320 318 aaa

4 Persentase Koperasi
Aktif 29,87 30,26 30,77 32,4a 33,54

5 Persentase Koperasi
Tidak Aktif

70,r3 69,74 68,38 67,52 66,46

Tabel 2.28
Persentase Koperasi Aktif di Kab. Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O2L

Sumber : Dilas Perd.agallgory Peindustria4 Koperasi d.an IJKM Kab, Aceh Utara Talun 2O22

Dengan meningkatnya jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Aceh

Utara diharapkan Koperasi yang ada di kabupaten Aceh Utara dapat

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada semua anggota

koperasi, sehingga koperasi dapat berjalan dengan baik dan dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan salah satunya dapat

menurunkan angka kemiskinan. Persoalan yang dihadapi saat ini oleh

koperasi dan usaha mikro kecil, menengah adalah menyangkut

dengan terbatasnya jaringan usaha dan informasi pasar. Untuk ke

depan langkah yrrr.g harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Aceh Utara adalah melakukan perubahan melalui
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengunrs

koperasi melalui pelatihan pendampingan pen)'usunan anggar€rn

pendapatan dan belanja koperasi dan pelatihan pendampingan

pen5rusunan laporan keualgan kepada manqjemen dan pengurus

koperasi. Selain itu juga supaya koperasi dapat berjalan dengal baik,
maka perlu adanya petugas konsultasi koperasi lapangan (PKPL)

untuk dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada

manajemen dan pengurus koperasi di dalam Kabupaten Aceh Utara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu
peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan
pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sangat

berperan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap

tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) selama tahurr 2Ol7-2O21 terus mengalami

peningkatan yaitu sebesar 16.791 UMKM atau mengalami peningkatan

sebesar 64,91 persen sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan
Renrtnq Penangrylangan Kerui,skitan Daerah @PI{D) Kabupaterl A@h Utqra
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Tahun

486



sebesar O.95 persen atau menurun 564 UMKM dari tahun 2018.

Bertambahnya UMKM disebabkan jumlah pengusaha (wira usaha

baru) di kabupaten Aceh Utara bertambah. Namun demikian UMKM di
Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi kendala, yaitu terbatas

akses permodalan, bahan baku, informasi pasar serta jaringan kerja
dan kemitraan, sehingga masih sulit berdaya saing dengan daerah

lain. Pada Tabel 2.29 berikut ini dapat dilihat jumlah UMKM di
Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.29
Jumlah UMKM di Kabu aten Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O21

Sumber : Dinas Perdagangan, Pertndustiary Koryrasi dan UKM Kab. A@h Utora Talun 2O22

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 7 sektor

ekonomi, seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah dapat dilihat bahwa

dari 7 sektor ekonomi yang bergerak untuk usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM), masih sedikit UMKM yang bergerak di sektor
pertanian, perikanan dan peternakan. Selanjutnya akses modal untuk
mendukung pengembangan UMKM masih terbatas.

Tabel 2.30
Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O77-2O2I

Sumber : Dinns Perdagangqn Peinlustiary Koperasi dan LIKM Kab. Aceh Utara Tohtn 2O22

2018 2079 2020 2021
No. Usaha

unit unit (%\ unit ('/.1 unit fkt unit ("/.1

1 Usaha
Mikro 6.352 58,28 5.635 50,69 s.710 50,24 to.607 64,97 10.576 62,99

2 Usaha
Kecil 4.190 38,44 4.915 44,27 5.026 44,36 5.131 3 1,43 33,44

Usaha
Menengah 357 3,24 567 5,10 592 5 40 587 3,54
Jumlah
UMKM 10.899 100 l7,rt7 100 10.653 100 L6.325 100 100

No Sektor
Ekonomi

2019 2020 202t
Unit

UMKM
(%) Unit

UMKM %t
Unit

UMKM
Unit

UMKM l%)
Unit

UMKM
lo/"1

1 Perdagangan /
Jasa 10,191 93,50 10,409 10.563 93,25 14.o73 86,21 14.474 46,62

2 Pertanian 167 1,53 t67 1,50 189 |,67 1,16 202 1,20
3 Pertambangaa t2 0,11 t2 0,11 13 o,11 13 0,08 14 0,oa
4 Industri 44t 4,06 441 ?o7 472 4,77 1.384 8,48 1.404 8,36
J Perikanan/

Kelautan 28 o,2a 2A o,25 2A 0,25 28 o,17 0,31

Peternakan o,2t aa o,2l 26 o,23 607 3,72 610 3,63
7 Transportasi o,34 37 0,33 0,33 0,19 31 0,16

Total 10,899 100 t),,tt7 100 I 1.328 100 16.325 100 16.7St 100

Rencana Penanggulangan Kemisk LarL Daemh (RPI<D) Kabupaten Atph I_Itqrq
Tdlwn 2023-2026 4l
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(%)
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5. Penanaman Modal

Investasi menjadi hal penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu didukung oleh kehadiran pihak

swasta untuk membuka investasi di Kabupaten Aceh Utara.

Perkembangan investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan,

sebagairnana pada Tabel 2.31 berikut :

Tabel 2.31
Perkembangan Jumlah Investor Kabupaten Aceh Utara

Ta}un2OlT-2021

Sumber : Dinqs Penanaman ModaL, Tfan-smigrasi dan Tenagd Kerja Kab. AcehLltara Talun 2O22

Sedangkan untuk perkembangan Nilai Investasi tahun 2OlT -2021

dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut:

Tabel2.32
Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Aceh Utara

Tahw2Ol7-2O2I

Sumber : Dina,s Penanaman ModoJ, Tran-smigrosi dan Tenaga Kerja Ko.b. Aceh Llt@rq_ Tah n2OZ2

2.4. Sosial Budaya

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan masyarakat adalah

usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni

budaya, ini sangat sesuai dengan Kabupaten Aceh Utara yang berjuluk
sebagai "Bumi Samudera Pase" memiliki beragam budaya yang khas
dan unik serta sejarah Kerajaaan Samudera Pase yang pernah muncul
pada abad ke- 13 Masehi.

Uraian
Tahun (Jumlah Perusahaal)

20t7 20ta 20t9 2020 2027
Investor PMDN
Dalam Daerah

52 75I 411 994 t.267

Investor PMA o o 0 0
Jumlah 54 4lr 994 1.267

Uraian Nilai Investasi (Rp.)
2018 20t9 2020 2021

Investasi
PMDN
dalam
Daerah

5 .7 t2 _45t .37 4 .869 550.239.8rs.078 268.940.OOO.OOO 2.105.842.849.950 47 4 .609 .7 56 .AOA

Investasi
PMA

2.918.832.O00.O00 0 o o 0

Jumlah 8.63 r.83.374.869 550.239.81s.078 268.940.OOO.OOO 2.to7.442.849.950 474.609.7 56.4O8

Renotna Penanggulangan Kemiskinan Daerah EPKD) Kq.bupqien A@h Utqra
Tatvn 2O23-2026 42
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Tabel. 2.33
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2Ol7-2021

Sumber : Ditlos Pervlidikan dan Kebud.agclan 2021

Tabel 2.34
Penggiat Seni dan Budaya

Kabu aten Aceh Utara Tahun 2Ol7 -2021

Uraian
Tahun

2018 20t9 2020 202t
Jumlah sanggar kesenian a2 I2 1 12r t2t t2t
Jumlah museum 1 1 1 1 1

Jumlah pusat Kebudayaan 1 1 1 I

TahunUraian
20t7 2018 2079 2020 2021

Penggiat Seni dan Budaya
Seni Rupa
Jumlah Kelompok Seni
Lukis

2 2 2 2

Jumlah Kelompok Seni
Kriya

2l 2l 2l 2t 27

Jumlah Kelompok Seni
Dekorasi

t2 14 t4 14 74

6 6 6 6 6

Seni Tari/ Gerak

Jumlah Kelompok 3 .' |> 3
Jumlah Anggota 78 78 78 78 78

b. Tari Kreasi Baru
Jumlah Kelompok 51 90 90 90 90
Jumlah Anggota 1.007 r.592 r.592 r.592 t.592

Jumlah Kelompok 60 100 100 100 100
Jumlah Anggota 1.070 1.568 1.568 1.568 1.568

Seni Suara
Jumlah Kelompok 12 14 t4 t4 74
Jumlah Anggota 370 420 420 420 420
Seni Musik Tradisional

Jumlah Kelompok 10 10 10 10
Jumlah Anggota 139 148 148 148 148
Seni Sastra
Jumlah Kelompok 2 3 3 3
Jumlah Anggota 35 45 45 45 45

Rencana Perwnggutangan Kemiskinan Daerah (RpIfD) Kabupaten A(Eh (nqra
Tq,tun 2O23-2026
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TahunUraian
2017 2018 2019 2020 2021,

Seni Teater/ Drama
Jumlatr Kelompok 4 4 4 4 4
Jumlah Anggota 160 160 160 160 160
Pagelaran/Pameran Seni
Budaya
a. Pagelaran Seni
Budaya
Jumlah Pagelaran 1 1 1 1

0 300 300 300
b. Pameran Seni Budaya
Jumlah Pameran 0 0 0 o
Jumlah Pengunjung 0 o 0 0

IIII
Sumber : Dino-s Pendidikan dan KebudaAaan 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan penggiat seni dan

budaya di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Banyaknya potensi

Seni Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara mestinya

menjadi peluang bag, masyarakat untuk meningkatkan
perekonomiannya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik
sehingga belum banyak memberikarr dampak terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di kabupaten

Aceh Utara, pada tahun 2022 ditargetkan semua potensi dari sektor

seni budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraarr

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan
pagelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

2.5. Perekoaoniaa

Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah

adalah dengan mengetahui struktur ekonomi suatu daerah yang

arrtara lain dapat diketahui dengan melihat perkembangan pDRB

(Produk Domestik Regional Bruto), tingkat pendapatan per kapita
masyarakat serta pergeseran struktur perekonomian daerah, dan
perkembangan laju inflasi.

Rencana Peranggulangan Kemiskinan Daerq.h (RPI{D) Ka.bupaten Aeh Utara
Talu.n 20232026

0
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2.5.1 Pertumbuhaa Produk Domestil Regioaal Bruto IPDRBf
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Aceh Utara periode 2Ol7-2O21 merupakan perkembangan

perekonomian Kabupaten Aceh Utara selam 5 (lima) tahun terakhir.
Perlu diinformasikan bahwa data yang telah direvisi yaitu tahun 2019

dan akan menjadi angka tetap, tahun 2020 masih bersifat sementara

dan tahun 2021 masih sangat sementara. Rencana Kerja pemerintah

Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 11.28 Produk Domestik

Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi
penilaian, yaitu atas dasar 'harga berlaku" dan atas dasar "harga
konstan". Disebut harga berlaku karena seluruh agregat nilai dengan

menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan
penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu,
dalam hal ini digunakan harga tahun 2O10. Perkembangal nilai pDRB

Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
konstan menurut lapangan usaha tahun 2OlT-2021 dapat dilihat
pada Tabel di bawah. Nilai PDRB ADHB Aceh Utara selama periode

2Ol7 -2021 cenderung meningkat yaitu dari 17,5 triliun rupiah pada

tahun 2017 menjadi 23,19 triliun rupiah di tahun 2021. Sedangkan

nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga konstan menurut
lapangan usaha selama periode 2Ol7 -2020 cenderung meningkat yaitu
dari 15,54 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 17,02 triliun rupiah
di tahun 2020, namun pada tahun 2O21 menurun menjadi 16,92

triliun rupiah yang disebabkan oleh menurunnya pDRB pada lapangan
usaha pertambangan dan penggalian dari 4,49 triliun rupiah menjadi
3,97 triliun rupiah.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPIA) Kabup@ten A@h Utara
Tafoln 2023-2026 45



$.tmber : Badan Pusot Stdti.stik Kabup@ten AcEh tJtara Talun 2022

) Angka sementara

"*) Angka sangat sementara

No. Lapangan Usaha
TAHUN

2077 2018 20I9r 2020* 202t**
A Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan s.987,64 6.38t,92 6.7 t4,77 7.164,37 7.492,14

B Pertambangan dan
Penggalian 2.443,48 3.352,O4 3.476,58 3.103,O2 5.370,81

C Industri Pengolahan 1.703,13 1.823,60 1.714,52 1.663,78 r.87a,o7

D Listrik dan Gas 15,53 16,83 18,15 t4,79 18,78
E Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 4,03 4,38 5,48 5,49 5,79

F Konstruksi 979,O9 1.033,89 1.1 13,90 t.207,58 r.219,58
G Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

2.229,64 2.352,47 2.428,47 2.325,64 2.564,17

H Tran sportasi dan
Pergudalgan 979,tr 953,19 9a237 799,84 996,O2

I Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 97,49 1o4,22 t16,22 1 18,31 1 18,51

J Informasi dan Komunikasi 295,60 293,12 309,22 333,61 367,2t
K Jasa Keuangan dan

Asuraasi 279,70 29t,19 337,26 337,41 338,61

L Real Estate 501,22 533,01 580,01 596,51 624,95
M N Jasa Perusahaan 53,63 56,59 59,99 67,29 62,32
o Administrasi Pemerintahan,

Pertanaharr dan Jaminan
Sosial

598,OO 645,26 707,86 722,28 7Aa,93

P Jasa Pendidikan 302,95 337,47 396,37 443,69 475,75
a Jasa Kesehataa dan

Kegiatan Sosial 400,63 4263A 489,38 553,33 613,86
R,S,
T,U Jasa Lainnya 197,52 209,39 230,39 247,73 252,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO 17.502,34 r8.815,38 19.674,95 19.702,65 23.792,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO NON MIGAS t4.443,O4 t6.425,39 16.a40,67 n/a

Rencana Penangwlangan Kembkinan Daerah (RPKD) Ka.bupqten A@h lkara
Tq}un 2O23-2O26

Tabel 2.35
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
di Kabupaten Aceh Utara Menurut Lapangan Usaha (Milliar Rupiah)

Tahun 2Ol7-2021

15.674,a2
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No. Lapangan Usaha 2018 2019r 2020* 2027**
A Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan 4.522,90 4.702,79 4.894,40 5.046,4a 5.054,1 1

B Pertambangan dan Penggalian 3.754,80 3.965,26 4.155,54 4.494,1.4 3.971,66
C Industri Pengolahan 1.683,88 r.aa3,77 1.702,24 1.586,65 t.594,82
D Pengadaan Listrik dan Gas 15,23 16,25 L7,44 t4,29 r8,30
E Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dalt Daur Ulang
2,55 2,70 3,38 3,35 3,53

F Konstruksi 769,aa 792,47 432,24 876,14 472,43
G Perdagalgan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.818,17 1.887,50 r.947,79 1.850,18 1.965,14

H Transportasi dan Pergudangan 840,84 858,16 899,38 703,05 477,O7
I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum
64,78 70,o4 75,01 74 I 1 73,96

J Informasi dan Komunikasi 259,51 264,89 27432 302,93 332,93
K Jasa Keuangan dan Asuransi L93,94 194,83 220,54 22t,76 2ro,49
L Real Estate 39a,2a 474,47 440,29 435,49 458,65

M,N Jasa Perusahaan 45,15 47,t4 49,O9 44,72 48,92
o Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial
wajib

446,99 469,55 492,60 476,53 506,33

P Jasa Pendidikan 233,34 252,41 274,62 2A3,71 301,93
a Jasa Kesehatan dan Kegiatan 339,47 357,62 392,46 4t3,O7 453,a7

R,S,

T U

Jasa lainnya 155,83 t63,47 176,a9 184,06 185,57

PRODUK DOMESTIK REGIONAL 15.544,94 76.246,46 76.452,70 77.Or7,45 16.924,tO
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO NON MIGAS

11.981,81 12.508,88 72.485,77 72.7t2,8a n/a

Sumber : Badan h.tsat Stati-stik Kobupaten Aceh lItara Tahtn 2022
r Angka revisin Angka sementara

Angka sangat sementara

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh

Utara menurut ADHK 2010 selama tahun 2O17-2O21 berfluktuasi
dengan rata-rata pertumbuhan berada di bawah Aceh dan nasiona-l

sebagaimana dapat riilihat pada Gambar berikut ini. pada tahun 2020,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan
dari 3,48 menjadi 0,98 akibat dampak dari pandemi Covid-l9, tetapi
masih berada di atas pertumbuha:r ekonomi Aceh dan nasional. pada

tahun 2021 kembali mengalami penumnan sebesar -0,55 akibat
penurunan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten A@h lltqra
Talun 2023-2026

Tabel 2.36
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Utara (Milyar rupiah),
Tahun 2Ol7-2021
2017
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Gambar 2.11
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara,

Aceh dan Nasional Tahun 2Ol7 -2021

5,02

a 77

3,44 2,79
98

-0,55

2077 2019 202r
-2,07

-4

-Nasional -{6gh -Aceh 
Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kqbqnten Aeh Wara Talun 2022

Tabel2.37
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Kabupaten Aceh Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2Ol7-2021

Sumber : Bad.an h.$at Statistik Ka.bupaten Aceh Utara Talun 2O22
r Angka revisi* Angka sementara

3

5

4,

6

4

2

0

2

Angka sangat sementara

No. Lapangan Usaha 2017 2018 20l9r 2020* 202r",
A Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan
5,24 3,98 4,O7 3,11 o 1 J

B Pertambangan dan Penggalian 5,99 5,40 5,00 8,15 - 1 1,63
C Industri Pengolahan -22,62 a,94 -7 ,21 -6,79 0,51
D Pengadaan Listrik dan Gas I t,94 6,69 '7 CO 4,88 o,77
E Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang
10,82 6,t7 25,06 -0,9s 5,37

F Konstruksi 8,1 1 2,93 5,27 -0,38
G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reoarasi Mobil dan Seoeda Mofor
6,47 3,81 3,19 -5,01 6,2r

H Transportasi dan Pergudangan 4,33 2,O3 4,83 -21,43 23,90
I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum
9 60 o ro 7 1 1 - 1,20 -o,21

J Informasi dan Komunikasi 2,20 2,O7 5,O7 8,84 9,90
K Jasa Keuangan dan Asuransi I,93 o,46 t3,22 0,53 -5,08
L Real Estate 9,6t 4,17 6, 13 - 1,09 5,32

M,N Jasa Perusahaan 3,91 4,41 4, 15 -t,99 1,66
o Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial
Waiib

14,46 5,0s 4,91 -3,26 6,25

P Jasa Pendidikan 1t,67 8,18 8,80 3,09 6,6s
a Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial
10,65 5,35 9,8s 5,14 9,88

R,S,
T,U

Jasa lainnya 9,89 4,90 8,21 o,42

PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO

2,30 4,77 3,48 0,98 -0,55

PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO NON MIGAS

4,40 3,O 1 - 1,36 rrla

Ren@na PenangryLangan Kemiskinan Daerah (RpKD) Kabupaten A@h utar(t
Tqlvn 2O23-2026

zoLS
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Ditinjau dari distribusi persentase PDRB ADHB, struktur
perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2Ol7-2O21 masih

didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan)

dengan kontribusi terendah sebesar 32,30 persen pada tahun 2O21

dan tertinggi 36,36 persen pada tahun 2O2O. Lapangan usaha
pertambangan dan penggalian menjadi sektor terbesar kedua dengan

kontribusi terendah sebesar 15,75 persen pada tahun 2O2O dan
tertinggi sebesar 23,16 persen pada tahun 2021. Selanjutnya sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi
sektor terbesar ketiga, kontribusinya cenderung menurun dai 12,24

persen pada tahun 2017 menjadi 11,06 persen pada tahun 2021.

Sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar keempat,

kontribusinya cenderung menurun dari 9,73 persen pada tahun 2O17

menjadi 8,10 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.38
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Persen Tahun 2Ol7-2021
No Lapangan Usaha 20t7 2018 2O l9r 2020* 2027**
A Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan
34,2t 33,92 34,13 36,36 32,30

B Pertambangan dan Penggalian 17,42 t7,67 15,75 23,16

C Industri Pengolahan 9,73 9,69 4,7 | 8 44 8,10
D Pengadaan Listrik dan Gas 0 09 0,09 0,09 0,10 0,08

E Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang

o,o2 0,03 o,o3 o,o2

F Konstruksi 5,59 5,49 5,66 6,13 5,26
G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor

t2,7 4 12,34 1 1,80 11,06

H Transportasi dan Pergudangan 5,59 5 o7 4,99 4,06 4,29
I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum
o,52 0,55 0,59 0,60 0,51

J Informasi dan Komunikasi I,69 1 56 |,57 t,69 1,58

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,60 1,55 1 7 1 t,7 | t,46
L Real Estate 2,46 2,43 2,95 3,03 2,77

M,N Jasa Perusahaan 0,31 0,30 0,30 0,31 o,27
o Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib

3,42 3,43 3,57 3,67 3,40

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daeruh (RPKD) Kabupaten A@h Uara
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No. Lapangan Usaha 2017 20t8 2O l9r 2020* 2027**
P Jasa Pendidikan 1,73 1,80 2,Ot 2,25
a Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial
cno 2,49 2,87 2,65

R, S,
T,U

Jasa lainnva 1, 13 1,11 1 1 7 I,26 1 09

PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO 100 100 100

Sumber : Badan Pusat Stotistik Kabupaten Aceh (hara Tahun 2022
r Angka revisi

Angka sementara
Angka sangat sementa-ra

PDRB pengeluaran ADHB dari tahun 2017-2021 cenderung
meningkat dari 7,5 Triliun rupiah pada tahun 2OlZ menjadi 23,19
triliun rupiah pada tahun 2021. Kontibusi terbesar pada sektor
pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat dari 1O,02

triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi l2,ta triliun rupiah pada

tahun 2021. Perkembangan PDRB pengeluaran ADHK Tahun 2010 di
Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2020 cenderung meningkat dari
15,54 triliun rupiah pada tahun 2Ol7 menjadi lT,O2 triliun rupiah
pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 16,92

triliun rupiah.

Tabel 2.39
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah),
Tahun 2017-2021

Sumber : Ba.dan Pusdt St<tti-stik Kabupaten A(Eh Iltara Tq_latn 2022
r Angka revisi
" Angka sementara

Angka sangat sementara

No. Lapangan Usaha 20t7 2018 20I9r 2021**
A Pengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga
10.018,04 10.546,86 1 1. 190,66 \1.252,34 72.175,34

B Pengeluaran Konsumsi
LNPRT

342,29 379,62 474,28 429,43 434,31

Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah

2.726,20 2.742,t2 2.650,74 2.a99,O2

D Pembentukan Modal Tetap
Bruto

5.288,98 5.759,57 6.236,2r 6.588,65 7.244,57

Perubahan lnventori 183,10 259,61 218, 10 94,51 53,53
F Net Ekspor Barang dan Jasa -1.056,26 -472,39 - 1.236,58 345,47

PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO

t7.502,34 18.815,38 19.674,95 19.702,65 23.792,24

Rencano Pen-anggutarLgan Kemiskinan Daerah (RPI.d) Kabupqten A@h Utqra
Tah ft 2023-2026

2,O5
c 1,7

100 100

50

2020*

C 2.a4A,28

E

- 1.3 13,43



No. Lapangan Usaha 20t7 2018 20l9r 2020* 202r**
 Pengeluaraa Konsumsi Rumah

Tangga
7.639,32 7 .907 ,84 4.772,49 8.081,07 8.025,77

B Pengeluaran Konsumsi LNPRT 240 1 0 254,72 283,11 280,68 281,13
C Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah
2.to2,o5 2.144,59 2.227,74 2.O39,63 2.O40,61

D Pembentukan Modal Tetap
Bruto

4.352,80 4.550,20 4.4o2,47 5.048,65 5.O49,63

E Perubahan Inventori 37,O7 82,84 109,66 90,39 25,76

F Net Ekspor Barang dan Jasa 1.173,61 1.342,86 t.263,39 1.477 ,O4
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO

15.544,94 16.246,46 rc.452,70 L7 .Ot7 ,45 16.924,"t O

Tabel2.4O
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis

Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah),
Talrun 201.7-2021

Sumber : Badan Pu-sat Stati.stik Kabupaten Aceh tnara Talatn 2O22
r Angka revisi* Angka sementara

Angka sangat sementara

2.5.2 Lair Iaflasi
Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang

terjadi di suatu daerah. Laju inflasi Kabupaten Aceh Utara disetarakan

dengan Kota Lhokseumawe. Perkembangan inflasi Kabupaten Aceh

Utara dan Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir mengalami kondisi
fluktuatif, dimana pada tahun 20 18 realisasi inflasi sebesar 2,05
persen turun menjadi 1,2 persen pada tahun 2019, dan pada 2O2O

inflasi tersebut cendrung naik kembali menjadi 3,55 persen dan pada

tahun 2O2l turun menjadi 1,87 persen. Untuk inflasi Aceh juga

fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 1,84 persen turun
menjadi 1,69 persen pada tahun 2019 meningkat kembali sebesar 3,59

persen dan tahun 2021 turun menjadi 2,24. Sedangkan inflasi secara

nasional terus mengalami ke arah yalg lebih baik dan menurun
selama 5 tahun terakhir dari 3,13 persen tahun 2018 menjadi 1,68

persen tahun 2O20 dan kembali meningkat menjadi 1,87 persen pada

tahun 2021.

Renrana Pen-anggulang@n Kemiskino:n Daerah {RPKD) Kabupqten AcEh Ut@ra
Tqlanl 2023-2026

1.501,25

51



Tabel 2.41
Nilai Inflasi Rata-Rata Tatrun 2Ol7-2O21

Uraian Tahun
20t7 20t8 20t9 2020 202L

Lhokseumawe/
Aceh Utara 2,87 2,O5 t,2 3,55 1,97

Aceh 4,25 1 84 1,69 3,59 2,24

Nasional 3,61 3,13 2,37 1,68 1,47
Sum-ber : Bod.on Pus(:t Statistik Aceh 2022 dott Bo:nk lrulon<.sia KpW Lhokseum.awe

2.5.3 Pendapatan Reglolal PerLapita

Angka PDRB mencenninkan produktivitas secara umum, tanpa
mempertimbangkan pembagiannya ke masing-masing penduduk.
Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui
tingkat produktivitas per kapita (pDRB per kapita). pDRB per kapita
sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur
kesejahteraan penduduk sesuatu daerah. Untuk membandingkan
kesejahteraan antar daerah yarrg sering dipakai adalah pDRB per
kapita ADHB sedangkan untuk membandingkan antar waktu, pDRB

perkapita ADHK lebih tepat. perkembangan pDRB per kapita ADHK
Aceh Utara dari tahun 2O17 sampai dengan tahun 2020 cenderung
meningkat, dari Rp 25,80 juta pada tahun 2017 menjadi Rp.28,29 juta
pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 turun 1,63 persen menjadi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tah.o.- 2o23
II. 34 Rp. 27,83 juta. Untuk perkembangan ADHB pada tahun 2017
mencapai 29,O5 Juta terus meningkat sampai dengan tahun 2O2l
sebesar 38,14 Juta.

Tabel 2.42
PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh UtaraTahun 2O1Z_2O21

Rencana Penanggulangan Kemiskinan D.terah (R?KD) Kabupaten Aeh Utara

milliar ruNilai PDRB ah
2017 2018 2079 2020 202t

ADHB 17.502,34 18.815,38 79.674,95 t9.702,65 23.192,24
ADHK 17.oI7,45 76.924,1o

ADHB 32,76 38,14

15.544,94 16.a52,70
PDRB Perka ta tau ru

29,O5 30,77 31,96
ADHK 25,80 26,64 27,37 2a,29 27,83

Tahtn 2O23-2026

rc.2a6.46

52



Pertumbuhan
PDRB Per Kapita
ADHB

3,25 5,94 3,85 2,50 t6,43

Pertumbuhan
PDRB Per Kapita
ADHK 2010

0,76 3,25 2,77 3,35 - 1,63

Jumlah
Penduduk (ribu
orang)

603 611 616 602 608

Pertumbuhan
Jumlah
Penduduk
(Persen)

1.53 t,47 0,69 -2,30 1,10

Sumber : Bad @n Pusat Stati-stik Aceh Talatn 2O22

2.6. Capaian Pelaksanaan Kemlgltlnan
Pencapaian indikator kineq'a sasaran mencerminkan capaian

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Visi
Kabupaten Aceh Utara 2017-2022 yang ditetapkan di dalamRpJMD
Kabupaten Aceh Utara 2Ol7 -2022 adalah "Terwujudnya Keberlanjutan
Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera,

Mandiri dan Islami (BERSEMI)". Capaian indikator kemiskinan mulai
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 disajikan pada tabel dibawah
ini.

Rena no. Penanggularyaa Kemiskitan Daerah (RPKD) Kabupaten A@h Utara
Tata.ln 2O23-2026 53
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BAB III
PROFIL KEMISNINAN DAERAII

3.1. Iadt&ator Kemis&haa ELonoml/Konsumsi
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi

Ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang

dikonseptualisasikan dengan garis kerniskinan. Garis kemiskinan

merupakan representasi dari jumlah Rupiah Minimum yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan

yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan

kebutuhan pokok bukan makanan.

3.1.1 Persentase Peaduduk Mtskia
Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi

secara berkelanjutan. Kemiskinan juga dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi
penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Grafik 3.I
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan

Nasional Tahun 2Ol9-2O22
An. I irir Ralevarrli Pe.serrt.selendrrdu k2Mkki n (t6l

Sumber : P3KE, Kemenko PMK Tahun 2022

Rerutrtu PeruutgguluttguL KerrLi.skiLwL DueruiL (RPiiD) Kubupulen AczlL (iktru
Tatu.n 2O23-2026 56



Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara
daritahun 2Ol9-2O22 cenderung menurun dari 17,39 persen pada

talrun 2019 turun menjadi 16,86 pada tahun 2022,namunpada tahun
2021 meningkat menjadi 17,43 persen. Persentase kemiskinan Aceh

Utara masih berada di atas Aceh dan Nasional sebagaimana dapat
dilihat pada tabel 3.1 di atas.

Grafik 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Datam Provinsi Aceh

Tahun 2Ol9-2O22

Foslsi Relatif Pers€nt se Penduduk Miikin (16l provinri Aceh 2022
i.-j|.r'] _'{. 1.:n,''.n' 

-,,,..in! 
A::i:l.t t!

"i.;i.*I.*+!r1i:.+359/."*$r"rt".{,,"o, *

Sunber : P3KE, Kemenko PMK Talun 2022

Proporsi penduduk miskin Kabupaten Aceh Utara pada tah:uo; 2022

adalah 16,86 persen. Ini menempatkan Kabupaten Aceh Utara dengan

persentase penduduk miskin pada urutan ke sepuluh bila
dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam provinsi Aceh. Sehingga

kondisi saat ini clapat dijadikan basis untuk meneruskan penurunan
kemiskinan pada tahun-tahun mendatang, dengan catatan bahwa
Kabupaten Aceh Utara dapat mempertahalkan kecepatan penurunzrn
persentase penduduk miskin dalam beberapa waktu terakhir.

Ren,,,nq. Petwnggulatgan Kemiskirwn Doeroh @pKD) Kabupqten A@h Wara
Tch n 2A23-2026 5/



3.1.2. Jumlah Pendudut filslrln
Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan, 852 gampong

dengan jumlah penduduk sebanyak 608.106 jiwa pada tahun 2021.

Dari jumlah penduduk tersetrut terdapat tingkat kemiskinan sebesar

16,86 persen. Bila dilihat dari persentase tersebut jumlah penduduk

miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1O7.O20 jiwa yang tersebar
pada 852 gampong. Sejalan dengan penurun€rn tingkat kemiskinan,
perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara
juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten

Aceh Utara pada tahun 2022 adalah LO7.O2O jiwa, menurun
dibandingkan tahun 2021 (109.490 jiwa). Perkembangal jumlah
penduduk kemiskinan dapat di lihat pada grafft di bawah.

Gralik 3.3
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Utara dan Aceh

Tahun 2Ot9-2O22

Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Aceh Utara, Tahun'2OL9 - 2022

10 Provinsi Aceh f-Aceh Utara

900000,00

800000,00
834240.00

600000,00

500000,00

400000,00

300000,00
l

00 105410,00 109490,00 107020,00

100000,00

0,00
2019 2020 2021 2022

Sumber BPS {Susenas) 2OO2

3.1.3 Indeks Kedalamam Kemtskinan (Plf
Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif,

perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahal kemiskinan.
Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupalan ukural rata-rata

Ren<:ano Penonggulongan Kerniskinan Dqerah (RPKD) Kabupqten A(Eh Wara
'l^1,,,^.r/.r)., ona< 58



kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap
garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan

menggambarkan penyebara-n pengeluaran diantara penduduk miskin.

Perkembangan Indeks Kerialaman (Pooerlg Gap Index-P7) dan

Keparahan Kemiskinan lPouertg Seueity Index-P2l Kabupaten Aceh

Utara, Aceh dal Nasional periode tahun 2019-2021 dapat crilifiat pada

Tabel 3.4. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai Indeks Kedalaman

Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara
cenderung menurun pada tahun 2021 menjadi 2,17 lebih rendah dari
Aceh dan lebih tinggi dari nasional. Sedangkan ta}rwn 2022 indeks

kedalaman kemiskinan(P 1) lebih tinggi mencapat 2,49 meningkat
dibandingkan tahun 2O2 I (2,171.

Grafik 3.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Kabupaten Aceh Utara, Aceh

dan Nasional Tahun 2Ol9-2O22
Analisis Relevansi lndeks Kedalaman Xemiskinan (p1) (tndekl

Aceh Utara, Tahun 2Ol9 - 2022
-a r6n.-, a rr({trs,^(A a 

^(ctrr{.!,,

-

-ar--_

t.5s t,6t r,67
1,59

Sur",ber : Bad.an Pus@t Stotistik Ka.b,rp@ten A.Eh lJtara Tarlu;n 2022

3.1.4. Indeks Keparahan Kemitktnan (p2)

Indeks Keparahan Kemiskinan merupakal Indeks i,ang
memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran

Renrnna Pennnggulangan Kemisk utt Daerah (RpI(D) Kabupalen A@h Utara
Tolun 2O23-2O26 E

a

a



di antara penduduk miskin. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir
(2019-20221 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Aceh Utara
sangat fluktuatif. Hal ini dapat diiihat pada nilai indeks keparahan

kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 yang berada
pada angka O,55 dan naik menjadi 0,63 tahun 2020. Namun demikian
angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 mencapai
angka 0,43 dan Kembali naik men-iadi 0,61 tahun 2022.

Perkembangan indeks Keparahan Kemiskinan (p2) Kabupaten Aceh
Utara talrun 2Ol9-2O22 dapat dilihat seperti tabel 3.5 dibawah ini.

Grafik 3.5
Indeks Keparahal Kemiskinan (P2), Kabupaten Aceh Utara, Aceh

dan Nasional Tahun 2Ol9-2O22
AnalisisReley.nsilnrr*r.f#Tltilff miskinan(p2l{tndek)

-'.|-N.rtr.r O prryinlia..h -a-Ar.h (nrrl

a -----..
0,75

a ga1

0,56 -,,,-a- tial
041

-_-.-_o

0,3,

7021

Sumber : Bqdan Pusat Steti,stik Kobupoten Ac{)h lJtdra Tahun 2022

3.1.5. caris Kemtskiaan (GKl

Berdasarkal perhitungal oleh BpS metode yang ctigunalan
dalam perhitungan kemiskinan ini didasarkan atas Garis Kemiskinan,
yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan
(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Aceh Utara dari
tahun 2019 sampai dengan tah:ut 2022 selalu mengalami peningkatan,
yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 353.856,-/kapita/bulan dan terus

Re,ac{/aa knangrylangan Kemiskinat Doerah @pIA) Kabupaten Aeh tJtara
Talun 2O23 2026 E



meningkat hingga mencapai Rp 42O.615,-/kapita/bulan pada tahun
2022. Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Aceh Utara ini relevan

dengan provinsi Aceh dan Nasional yangjuga meningkat. Selengkapnya

dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut ini:

Grafft 3.6
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara,

Aceh dan Nasional Tahun 2Ol9-2O22
Analisis Relevansi Garis Xemiskinan (Rpl

Aceh Utara, Tahun 2Ol9 - ZOZ2
,a isli.nrl ]}prdineie.h {F &.n {n.,:

522126,00
5't1109,@

450185,00
484209,00

Sumber : Badan Pus@t ,st@tistik Aceh Taltun 2O22

3.2. Anallea KemlsLilan M ulttdlaensl
3.2.1. Btdang Pendidlke"
a. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan indikator untuk
mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menarnpung penduduk
usia sekolah. Rasio ini adalah perbandingan jumlah sekolah
berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia
pendidikan, yang dapat menunjukkan kemampuan untuk
menampung penduduk usia pendidikan.

Rencana Penanggulangon Kemiskin{.n Daeroh {RP.Io.) Kabq@ten A(x:h Utara
Tatatn 2O23 2O26 E
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Jenjang Pendidikan Tahun
20t7 2018 2019 2020 2021

SD/MI

Jumlah Geciung Sekoiah 409 4i2 Jbo Jbb
Jumlah Penduduk Kelompok
Usia 7- 12 Thn 74.813 7 6.297 77,O34 77,779

Rasio/ 10.0OO 54,67 54,72 54,00 47,57 47,06
SMP/MTs

Jumlah Gedung Sekolah t79 188 14i 145
Jumlah Penduduk Kelompok
r-,/ slta IJ-lJ t11ll

36.771 s7,t27 37.84a 38,213

Rasio/ 10.OOO 34.53 48.21 50,15 37.25 37.94

Tabel 3.1
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O27

Sum.ber : Dnos Pendidikan dqn KebudaAaan Kabupaten Aeh tJtaro Tahtn 2O22

Rasio ketersediaan fasilitas pendidikan untuk menampung
jumlah penduduk usia sekolah tertentu menunjukkan tingkat
penyebaran layanan pendidikan juga meningkat. Hal ini terlihat dari
pertumbuhan gedung sekolah untuk menjangkau alses layanan
pendidikan di daerah-daerah yang terpencil dan terjauh.

b. Rasio Guru terhadap Murid
Rasio guru terhadap murid merupakan indikator untuk

mengukur efektifitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Rasio
ini adalah perbandingan jumlah guru dafl murid berdasarkaa tingkat
pendidikan per 10.000 murid.

Tabel 3.2
Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara

Tah:.:r,r2Ol7-2A27

Ren@fta Per.atggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabup@ten Aceh altara

No Jenjang Pendidikan Tahun
20t7 2018 2019 2C!.20 2U2l

I SD MI
I Irral-L. /-:,. - ' q 6?.) q len 5,270 < <on
2. Jumlah Murid 7t.983 59.912 60.012 60,482 59.468
3. Rasio Guru/Murid o,o977 0,094 0,0913 0,0871 0,0940
4. Rasio Guru/murid
per 1O.0OO -o77 940 o't2 87r 940

5. Rasi,o l:1O 1: 1l I 1l I l1 1 11
II SMP MTS

l Jrrmlah Gum 3.968 2.953 2.923 2,76r 2.943
2, Jumlah Murid 33.928 25.184 24.307 24,973 24.970

Talun 2O23-2026

409

75,566

t79

37.445
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No Jenjang Pendidikan Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

3. Rasio Guru/Murid 0,1 169 o,tt72 o,1202 0, i 105 0, i 178
4. Rasio guru/murid
per 10.000 116,9 7t7,2 r20 110,5 ).77,8

5. Rasio l:9 1..9 1:8 1:9
Sumlxr : Dd,nas Pendidikln dan Kebudayqan Kabupaten Aceh IJtora Talun 2O22

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI pada

tahun 2O21 adalah 94O artinya ada 940 guru J.ang mela5rani IO.OOO

murid atau 1 : 11. Sedangkan rasio gurr' terhadap murid jenjang

Pendidikan SMP/MTs addah 1 : 9. Berdasarkan data tersebut
menunjukkan bahwa rasio guru terhadap murid di Kabupaten Aceh

Utara berada di atas standar yaitu 1 : 20.

c. Rasio Guru/ Murid Perkelas Rata-rata

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang berrnutu
harus dijamin ketersediaan ruang keias yang iayak untuk masing-

masing jenjang pendidikan. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata
adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah
murid dalam satuan pendidikan tertentu. Untuk lebih jelasrya dapat
dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata-rata
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OIT-2A21

No Jenjang Pendidikan
Tahun

20t7 2018 20t9 2020 2021
I SD/MI

1. Jumlah Guru /.UJC 5.632 -r.482 5,270 5.590
D .lrrmlah lrrr rrirl 71.943 s9.972 6fJ.o12 6r.).482 .59.468
3. Jumlah Ruang

Kelas
3.045 2.759 2.796 2.975 3.1 33

4. Rasio guru per
kelas

2,3t 2,O4 1 96 1,77 t.78

5. Rasio Murid per
kelas

23,64 2t,72 27,46 20,33 18,98

II SMP/MTs

L Jumlah Guru J.yoo 2.9J3 z -Y25 2,76i
2 . h rrnlah Irl{rrrid s3.924 25.184 24.307 24.973 24.970
3. Jumlah Ruang

Kelas
1.209 1.01 I 1.o27 7,179 7.232

Reacana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupatea A@h (Jtara
Tatwn 2O23 2O26

1:8
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No Jenjang Pendidikan
Talun

2017 2018 2019 2020 2o2L
4. Rasio Guru per

Kelas
3,24 )oc 2,85 2,34

5. Rasio Murid per
Kelas

c9. oA ,4 Ai )?, 67 21,18 ,i ,7

Sumber : Dinos Pendidikan dan KebudoAan Ka.bupaten Aceh utara Totun 2022

Dari Tabel 3.9 dapat ditihat di tahun 2O21 rasio guru per kelas

rata-rata pada jenjang Pendidikan SD/MI adalah 1 : j,,78: 18,98 dan
pada jenjang Pendidikan SMP/MTs adalah | : 2,39 ; 2O,2T yang dapat
diinterpretasikan bahwa satu kelas ditempati oleh sekitar 20 murid.

3.2.2. B.ldttg Keschatan

a. Rasio Puskesmas, Pustu per Satuan Penduduk

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat
dilakukan melalui salah satu sarana penunjang kesehatan yaitu
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Semakin banyak
jumlah ketersediannya, mal<a semakin memudahkan masyarakat
dalam menjangkau pelayanal kesehatan. Jumlah dan rasio prasar€rna

kesehatan Kabupaten Aceh Utara taht:r:. 2OlT-202 I dapat diiihat pacla

Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OL7-2O21

Rasio Prasarana
Kesehatan Per
Satuan Penduduk
Sumber : Dinas KeseLatdn Kabupoten A.ch tltara Tahtn 2022

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk idealnya adalah
1:30.OOO Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada
tahun 2O20, 1 (satu) puskesmas melayani 35.710 penduduk
sedangkan pada tahun 2O2l satu puskesmas melayani 3S.57O

Jumlah Prasarana
dan Penduduk

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Puskesmas 31 J2 .,.

Jumlah Pustu 86 66 86 86
Jumlah Prasarana
Kesehatan tt7 l17 118 224 224
Jumlah Penduduk 593.492 602.554 615.378 602,793 629.735

o,t97 14 o,t9417 0,19175 0,35710 0.35570

Rencuna Peranggulangan Keni.skinan Daeroh (RPKD) Kabupoten Aeh lhtara
Talun 2O23 2026

2,39
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penduduk, dapat disimpulkan bahwa rasio puskesmas persatuan

penduduk di Kabupaten Aceh Utara masih kurang. Selain jumlah

fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poliklinik) yang memadai

untuk melayani seluruh masyarakat, juga perlu c{iperhatikan

kelengkapan sarana dan prasarana yang harus disediakan. Angka

rata-rata kelengkapan sarana dal prasarerna puskesmas di Kabupaten

Aceh Utara adalah 63,42 persen. Kelengkapan sarana dan prasarana

untuk masing-masing puskesmas dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:
Tabel 3.5

Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas
Kabupaten Aceh Utara

No Puskesmas
Kelengkapan Kumr.rlasi

(5OS + 10P
+4OA)Sarala Prasarana Alat

Kesehatan
1 Sawang 77 ,5 65,45 26,8t 56,O2

2 Nisam 100 38,89 30,42 66,06
3 Banda Baro 100 25,45 11,4 57 ,1r
4 Kuta Makmur 100 54,55 35,37 69,60
5 Simpang Keuramat a9,74 30,91 39,25 63,66
6 Syamtalira Bayu 95 40 11 55,90
7 Nisam Antara 61,54 33,96 73,62 63,61
8 Geureudong Pase 92,3r 43,64 25,84 60,86
9 Meurah Mulia 97 ,5 36,36 29,23 64,08
10 Matangkuli 100 45,45 29,77 66,45
11 Paya Bakong 74,36 47 ,27 39,69 57,7A
12 Pirak Timu 100 25,45 23,r9 61,82
13 Cot Girek i00 24,53 1, t ,23 56,95
t4 Tanah Jambo Aye 100 47 ,27 38,73 70,22
15 Lhok Beuringen 44,62 30,91 29,95 57,38
t6 76,92 57,41 2t,43 52,77
t7 Simpang Tiga 100 31,48 J't,JO 74,89
18 Seunuddon 100 86,79 46,5 77 ,2a
19 Blang Geulumpang 80,95 50,94 40,51 6t ,77
20 Baktiya 76,74 35,85 12,7 2 47 ,04
21 Sampoinit 56,41 29,O9 38,29 46,43
22 Lhoksr:kon a7,5 47 ,27 67 ,59 75,51
23 Buket Hagu 66,67 38,18 47 ,74 56,25
24 Tanah Luas 100 37 ,O4 83, 13 86,96
c< Nibong 69,05 35,85 to,77 42,42
26 Samudera 100 43,64 30 66,36
27 | Syamtalira Aron 92,3r 53, 17
28 Tanah Pasir a7 ,5 36,36 27,31 58,31
29 tapang 94,87 27 ,27 12,76 5s,27

Ren..rn?rJ Peaottggulangon Kemiskinan Daeruh (RPKD) Kabupqten Aeh lJtara
'tah,,n )na,, otlaa 65
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No Puskesmas
Kelengkapan Kumulasi

(5OS + IOP
+4OA)Sarana Prasarana ALat

Kesehatan
30 Muara Batu 100 58, 18 73,76 85,32

Dcx'antara 65,05 80,93
Babah Buloh 100 62,26 19,43 64,O0

Rata-rata 89,42 42,t2 36,25 63,42
Sumber : Dinas Keselatan Kabupaten Aceh Utara Tahyn 2022

b. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat

ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada

terdiri dari berbagai spesialisasi diantaranya dokter. Dokter

merupakan tenaga kesehatan yang sangat menentukan dalam

menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Jumlah dokter pada

Puskesmas-puskesmas dan rasionya terhadap jumlah penduduk di

Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017-2021, dapat dilihat pada

Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 -2021,

Sumber : Dinos Kesehatan Kahtpaten A@h Utara Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dokter

selama periode 2OL7-2O21 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan

adanya dokter yang menduduki jabatan struktural dan dokter yang

pindah ke daerah lain, pada tahun 2027 jumiah dokter mengalami

penurlrnan kembali dari sebelumnya yaitu 93 orang dengan demikian

secara umum Kabupaten Aceh Utara masih kekurangan dokter.

Rasio dokter per satuan penduduk menurLrt WHO ada_lah

40l100.000 penduduk, artinya 1 dokter melayani 2.50O penduduk.

Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021

Renqtna Penanswtan4an Kemiskinan Daerah (RPKD) Ka^f:ffi1fytffZg

Jumlah Dokter dan
Penduduk

Tahun
2077 2018 2019 2020 202r

Jumlah Dokter 53 54 94 96 93

Jumlah Penduduk 602.554 615.378 679.407 502,793 629.735
Rasio Dokter/ Satuan
Penduduk

0,088 0,087 o,015 0,o16 o,016

Rasio (WHO) 1:2500 1:25OO 1:2500 1:25O0 1:2500



Kabupaten Aceh Utara kekurangan jumlah tenaga dol<ter, oleh karena
jumlah penduduk yang dilayani melebihi dari target ideal yang

ditetapkan WHO.

c. Cakupal Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Komplikasi kebidanan idealnya terjadi pada 20 persen dari total

sasararl ibu hamil, sehingga semakin banyak sasar€rn ibu hamil maka
semakin tinggi pula komplikasi kebidanan. Selain itu dari total
estimasi ibu yang beresiko komplikasi yang telah dilaporkan tersebut
tidak semuanya kasus berakhir dengan komplikasi kebidanan. Target
penanganan definitif komplikasi kebidanan adalah 80 persen dari total
komplikasi yang ditangani di Kabupaten Aceh Utara dan dapat dilihat
pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Cakupan Komplikasi Kebidanan dan penanganan Definitif

terhadap Cakupan Komplikasi Kebidanan Tahun 2tJt7-2O21

Sumber : Dinqs Kesehatan Kabupaten A@h tnara Ta.toln 2022

Dari data tersebut penanganan Komplikasi kebidanan mengalami
peningkatan pada tahun 2O2O dari 9O persen pada tahun 2O2t natk
menjadi 10O persen, hal ini disebabkan karena ada beberapa

komplikasi kebidanan yang ditangani di Rumah Sakit ataupun di
Klinik Swasta.

d. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang

Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan target SDG's yang harus dilakukan untuk
meningkatkal kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian
ibu,dan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka

Uraian
Tahun

2077 2018 2079 2020 202r

Komplikasi Kebidanan 2.919 2.76a 2.a27 2,650 2.a22
Penanganan Dehnitif
Komplikasi Kebidanan

2.518 2.t10 2.26r 2,588 2.A22

Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani
l%l

86,25 76,00 79,97 90,00 100

Renutna Penanggulangan Kemiskitnn Daerah (RPKD) Kabupaten Aeh lItar(t
Talaln 2O23 2026 67



kematian ibu adalah perode persalinan. Pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan.

Target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan saat ini aclalah

9O7o dari total sasaran ibu hamil. Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan selama

tahttn 2Ol7-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong
Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O21

S)mber: D{,nas Kesel@tan Kabupaten Aceh Utara Talun 2022

Upaya peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui
upaya pelaks€rnaan program unggulan kesehatan ibu, diantaranya
adalah kemitraan bidan dan dukun, peningkatan persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan melalui Jampersal (Jaminanpersalinan)

serta Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (pWS

KLA). Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat
menurunkan angka kematian ibu saat persalinal karena di tempat

tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia
sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani

komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang

membahayak€rn nyawa ibu dan bayi.

Berdasarkan data diatas itru trersalin yang ditolong oleh tenaga

kesehatan mengalami peningkatan yang dapat diartikan semakin

No Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

1 Jumlah Ibu
Bersalin yang
ditolong oleh
Tenaga Kesehatan

t2.339 11.680 I 1.945 12,270 12.230

2 Jumlah Seluruh
Sasaran Ibu
Bersalin

74.597 13.838 14.134 13,656 13.656

3 Cakupan
Pertolongan
Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan
yang Memilild
Kompetensi
Kebidanan

84,53 o/o 84,4oo/o 84,51o/o 89,85% 89,56%

Renc,,na Penanggulangon Kemiskinan Daerah (RPKD) Kqbupaten A@h Utara
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meningkatnya kesadaran masyarakat, tetapi pada tahun 2021

kembali mengalami penurunurn yaitu 12.230 atau sekitar 89yo,

penyebabnya sasaran ibu hamil pada trimester III akan melakukan
persalinan pada tahun yang akan clatang yaitu tahun 2O22.

e. Cakupan Desa Uniuers al Child Immunization

Pemerintah menargetkan program imunisasi dasar lengkap

terhadap bay yang menjadi sasaran harus mendapat imunisasi

seluruhnya, sehinggga target nasion a) uniuersal Child Immunization

(UCI) sebesar 100 persen dapat tercapai. Dalam rangka mencapai hal
tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya melaksanakan

imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 852 desa.

Cakupan desa UCI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2O|Z-2O21

dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2Ol7-2O21

Uraian
Tahun

2AL7 2018 2019 2420 202t

Cakupan Desa UCI 70,2 45,8 46,1 35,3 38.1
Sumber: Dinos Kesefatan Kabupaten Aeh thara Tahun 2O22

Rerdasarkan data diatas, terlihat bahwa cakupan imunisasi di

Kabupaten Aceh Utara pada ta-l.un 2Ol7 -2O2L cenderung menurun
dan pada tahun 2O2 1 cakupan desa UCI masih rendah sebesar 38,1

persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor
internal seperti hubungan dengan lintas sektor terkait dan pelibatan

tokoh masyarakat dalam progran imunisasi belum maksimal

dilakukan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain adanya isu
vaksin haram juga masih menjadi faktor penyebab masy'arakat tida_k

mau membawa bayi mereka untuk imunisasi, penolakan masyarakat

terhadap vaksin suntikan khususnya oleh orang tua bayi, adanya efek

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti terjadinya efek demam

dan bengkak pada bagian yang diimunisasi.

Rencana Penattggulangan Kemi-skitr]@.I1" Daemh (RPKD) Kabupqten A@h thata
'I:arat,6 ,no,2 0haa 69



f. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pada dasarnya gizi balita dipengaruhi langsung oleh tingkat
asup€rn dan kondisi kesehatan. Asupan balita berkaitan dengan pola

asuh dan ketersediaan pangan dalam keluarga. Seclangkan status
kesehatan balita dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan akses

pelayanan kesehatan. Rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada

bayi sejak lahir sampai berumur 6 (enam) bulan atau ASI Eksklusif
merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk,
disamping faktor budaya dan kurangnya pengetahuan dan
pemahaman ibu tentang tahapan pemberian makanan pada bayi.

Pemberian makan yang tidat sesuai dengan umur bayi, seperti
pemberian pisang terlaludini yang berpotensi terhadap gagalnya

pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai

dengan usia 6 bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan
lain. Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Utara selama

tal:,un 2Ol7-2021 bergerak fluktuatif seperti terdapat pada Tabel 3.10

dibawah ini:

Tabel 3.10
Cakupan Balita Gizi Buruk

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O27

No Uraian Tahun
2017 2018 onto 2020 2027

i Gizi Buruk yarrg
Mendapat Perawatan

18 492 362 955 747

2 Cakupan Gizi Buruk
yang Mendapat
Perawatan

100 100 100 100 100

Sunl.ber : Dinas Kesell@to,n Kabupaten A@h (nara Tq.latn 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas balita gizi buruk tahun 2020

terdapat 955 kasus, pada Tahun 2021 sudah mulai mengalami

penurunan 741 kasus tahun 2A21 dan semuanya mendapat

perawatan atau cakupan balita gizi buruk yang ,lsndeFat perawatan

adalah 100 persen. Sedangkan prevalensi balita stunting di Kabupaten

Aceh Utara berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei

Status Gizi Indonesia (SSGI) adafah sebagai berikut :

Rencnna Penanggulangon Kemiskinon Daerah (RPIO) Kabup@ten Acph Utqra
.t^4,,- anaa onaa 70



Tabel 3.11
Prevalensi Balita Stunting

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2077-2021

Uraian
Tahun

2017 2020
Prevalensi Balita
Stunting (Persen)

N/A 32,5 42,64 N/A 38,8

Sumber : Riskesdqs (2018) dan SSGI (2021)

g. Cakupan Penemuan dan Penanganan Pender-ita Penyakit TBC/BTA

Jumlah penderita TBC di Kabupaten Aceh Utara cukup tinggi,

dimana pada tahun 2O20 sebanyak 2956 kasus dan pada tahun 2021

turun menjadi 2151 kasus. Cakup€rn penemuan dan pen€rnganan

penderita penyakit TBC/BTA dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa

dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini:

Sumber: Dinas Kesehat.tn Kalnlpaten A(eh Lltara Tahun 2O22

h. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penderita DBD pada tahun 2O19 merupakan kasus yang

tertinggi selama periode 2Ol7 -2O2L. Angka cakupan penErnganan

mencapai 10O persen setiap tahunnya, terlihat sebagaimana Tabel

3.fp. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
pada Tahun 2021 sebanyak 25 kasus yang terjadi diakhir tahun 2021

disebabkan tingginya curah hujan sehingga jentik-jentik nyamuk
mulai bersarang disekitaran nrmah yang terdapat banyak wadah

genangan air.

No Uraian Tahun
2017 20 t8 20t9 2020 2027

i Perkiraan Penderita TBC 1807 27ra 2177 2956 2151

2 Penderita TBC Diobati 1247 813 857 672
3 Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita
Penyakit TBC/BTA

69,67 45,88 37,34 28,99 3r.24

Ren@na Pennngrylqngan Kemiskinsn Daerah (RPI(,/ Kabupqten A@h lnara
't^t\a,- ahoa onaa

Tabel 3.12
Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O21,

7t
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Tabel 3.13
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7 -2021

Sumber: Dinos Kesehatq.n Kabupaten Aceh (nara Talun 2O22

Setiap kasus DBD perlu dilakukan Penyelidikan Epidemiologi

(PEI, lnrua-siding (pembunuhan larva nyamuk), dan Pengasapan

(foggrng). Semua kasus yang terjadi ditangani dengan baik. Masih

dijumpainya kasus yang terjadi, diakibatkan oleh masihrendahnya

kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap gerakan PSN DBD

(pemberantasan sarang nyamuk DBD) yaitu dengan kegiatan 3M

(Menguras, Menutup dan Mengubur).

Untuk keberhasilan program penaggulangan DBD perlu

ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhaclap

DBD (khususnya 3M). Selain itu ketercukupan ketersediaan anggaran

khususnya untuk kegiatan sosialisasi dan fogging s€rngat mendukung
keberhasilan kegiatan penanggulangan DBD.

h. Penemuan Kasus HIV/AIDS

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di
Kabupaten Aceh Utara, terutama pada kelompok risiko tinggi.
Penyebab terbanyak tertular adalah pengguna narkoba suntik yang

proses penggunaannya dilakukan diluar Aceh dan penyebab kedua
terbanyak adalah seks bebas. Pendekatan untuk mengendalikan
penyebaran penyakit ini diarahkan pada pelaksanaan program
pencegahan dan penanggulangaa penyalit menular. Selain itu,
pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku

kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk
meningkatkan kesadaran masyzrrakat. Sampai saat ini pihak Dinas
Kesehatan bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan tim VCT

Uraian Tahun
2017 2o1A 2019 2020 2021

Jumlah penderita DBD
yang ditangani sesuai SOP

60 43 61 19 25

Jumlah penderita DBD
yang ditemukan

60 43 19 25

Cakuparr 100 100 100 100

Renrana Pen-anggulangan Kemiskitron D@eruh (RPKD) Kabupaten A@lL Iltqta
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(Voluntery Conseling Testing) terus mencari dan melakukan
penjangkauan kasus HIV/AIDS. Pada tahun 2019 cakupan HIV makin

meluas dimana setiap orang beresiko HIV seperti ibu hamil, pasien

TRC, pengguna narkoba suntik, IMS, Waria/transgencler, LSL,

pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyaralatan

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar atau ada 8 populasi

kunci yang harus diperiksa/scrining HIV.

Tabel 3.14
Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2OI7-2O21

Uraian Tahun
2t) I I 2014 2.O19 2()2() 2021

Jumlah Penderita HIV 6 2 5 10
Jumlah Penderita AIDS 10 16 6 1 3
Kematian Akibat AIDS 7 1 1 I 1

Sumber: Dinas Keselatan Kabupaten Aceh tltara Ta.hun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 3.14 pada tahun 2021 Jumlah
kasus HIV mengalami penurunan yaitu dari tahun 2020 dari 12 orang
menjadi 10 orang. Masyarakat mulai sadar makin cepat penderita-

penderita HIV terdeteksi akan semakin cepat proses pemulihannya.

i. Cakupan Kunjungan Bayi

Dengan adanya pandemi Covid- 19 selama kurun waktu 2 tahun
ini berdampak pula terhadap jumlah kunjungan bayi yang mendapat
pelayanan kesehatan dasar sesuai standar, dari data diatas

cakupannya mencapai 95 persen, walaupun te{adi penurunan dari
Tahun 2019 ke tahun 2020 namun ditahun 2O2l terjadi peningkatan
jumlah kunjungan. Data 2O2l menunjukkan peningkatan melebihi

1O0 persen oleh karena jumlah kunjungan tersebut tidak hanya

berasal dari wilayah Aceh Utara tetapi juga bersal dari wilayah Aceh

Timur, Bireuen, Aceh Tengah dan daera_h lainnya.

Reirlattla Petwnggulangan Kemiskinan Daerah @PI(D) Kabupaten Aeh lnaro
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Tabel 3.15
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Aceh Utara

Tahurr2OLT-2O21

Sumber : Dina.s Kesehratdn Ko.bupdterl Aceh Utara Tafu)n 2O22

j. Perilaku Hidup Bersitr dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena
kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu
menoiong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif
dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada

dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman

mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun
masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi
informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi
edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan
perilatu terkait cara hidup yalg bersih dan sehat.

Edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinal
masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat
dengan tujuan kemampuan mengenal dan tallu masalah kesehatan
yang ada di sekitar, perlu tenrs menerLrs digalakkan terutama pada

tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan
gaya hidup agar lebih sehat. Selama lima tahun terakhir persentase

rumah tangga yang menerapkan PHBS cenderung meningkat namun
masih rendah yaitu sekitar 12,8 persen. Perkembangan jumlah dan
persentase rumah tangga yang menerapkan pHBS tahun 2OIZ-2O2I
dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut :

Renru.na Pen-qnggukangan Kemi,skiaqn Daerah (RPKD) Kqbup@ten Aeh Lltara.
'I:-I",,- nnoa ona<

Uraian Tahun
2017 2018 20t9 2420 202t

72.046 10.688 L2.434 11.304 13.130

Jumlah seluruh baSri
lahir hidup 13.270 11.220 t2.290 72.276

Cakupan 90,8 95,23 94,40 91,97 106

Jumlah kunjungan bayi
memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai
standar

12.o76
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Uraian Tahun
2077 2018 2019 2020 2021

Jumlah RT yang
menerapkan PHBS 20.855 27.340 2r.950 ,) 1lC 22.202

Jumlah Rumah Tangga 777.112 t7 t.250 17t.919 772.450 772.4aO
Persentase t2,LVo L2,4o/o 12,7"/o t2,8Yo L2,A'.Jk

Tabel 3.16
Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Aceh Utara
Tahun2OLT-2O2L

Sumber : Dina,s Kesefatan Kabupaten Aceh tn@ra Talatn 2O22

3.2.3. Bidaag Perumahan daa Kawasan pemuLirnan

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan,
serta kesehatan penghuni. Berdasarkan kriteria tersebut, Rumah
layak huni di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari
tahun 2077 -2021.

a. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah y€rng memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan,
serta kesehatan penghuninya. Penyedian rumah layak huni juga
merupakan layanal dasar publik yang menjadi tanggungiawab
pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya
terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. persentase

tahun ke tahun semakin meningkat dibandingkan persentase rumah
layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak
huri dilihat pada Tabel .3.17 berikut:

Tabel 3.17
Persentase Rumah l,ayak Huni T ah:un 2O|Z-2O21

Sum.ber : Dinas Perumahan Rakgat dan Kau)asan pemrukiman Kab. Aceh tltara 2O22

Rencana Pena nggulangan Ketniskinan Daerah (RPKD) Ka.bupaieft A@h Utara
rdLt,a onaa onaA

Prasarana
2017 20ta 20t9 2020

Rumah Layak Huni 12L.399 t23.t52 724.497 L24.6tO

Jum1ah Rumah
Tinggal 139.846 142.6A7 142.821 t42.846

Persentase 85,45 46,69 4637 47,r7 a7,23

Tahun

2021

t19.497

140.035
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Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun walccu 2OlT -2021,
jumlah rumah layak huni di Kabupaten Aceh Utara mengalami
peningkatan sebanyak 5.113 unit dengan rata-rata peningkatan
pertahun sebanyak 1.O22 unit. Meningkatnya jumlah rumah layak
huni di kabupaten Aceh Utara juga mendorong peningkatan
persentase Rumah layak huni dari tahun 2O7Z -2021. Upaya
pembangunan rumah layak huni terus dikembangkan dengan
pemanfaatan dari berbagai sumber pendanaan seperti pemanfaatan

dana DOKA, TDBH Migas, ZIS serta dana desa.

b. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Peningkatan pelayalan dasar bidang air bersih terus
diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui
berbagai kolaborasi program dan pendanaan. Air bersih adalah salah
satu jenis sumberdaya berbasis air yalg bermutu baik clan biasa
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam
melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah
sanitasi.

Kebutuhan air untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua)

parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber
air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air
hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kua_litas umum air
dapat diukur dengan parameter seperta bau, rasa, tingkat kekeruhan
dal warna. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat
dari tahun-tahun sebelumnyadapat dilihat sebagaimana Tabel 3.1g
berikut:

Tabel 3.18
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2OlZ -2021

Sumber : Dinq.s Perumq.h.an RakAat d.@t Kawasan peruukimon Kab. Aceh tJtarq. 2022

lio Uraian Tahun
2017 2014 2079 2020 2021

1
Jumlah Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih 88.920 93.845 99.743 to3.2t7 lo4.a20

2
Jumlah Seluruh Rumah

139.846 i40.035 142.587 142.821 142.a46

Persentase 63.58 67.O2 69,95 72,27 73,38

Rencono Perlang%tangan Kemiskinan Dq.erah (RPKD) Kabupaten Atxh (kora
't-t\a,^ on12 0no< 76



Data diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waJctu 2OI7 -2O2L,

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak mengalami
peningkatan sebesar 9,80 persen dengan rata-rata peningkatan

pertahun sebesar 1,96 persen.

c. Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan pelayanan dasar sanitasi merupakan kewajiban
pemerintah dalam rnenjarnin tersedianya akses sanitasi layak bagi

lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya keras untuk
memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat

berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana

sanitasi yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaian akses

sanitasi yang layak.

Tabel 3.19
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2O|Z-2O21

Sumber : Dtna.s Perumahan Rakgat dan Kawasan Permuktman Kab. Aceh tJtara 2O22

Capaian pembangunan rumah tangga bersanitasi pada tahun
2017 sampai dengan 2021 cenderung meningkat, dari tahun
sebelumnya peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan
terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/ miskin.

d. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Jumlah Rumah Tangga yang meggunakan listrik di Aceh Utara

terus meningkat dari tahun ketahun. Sejak tahun 2017 hingga tahun
2O2 I jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh telah
meningkat sebanyak 1,96 persen. Persentase jumlah rumah tangga

berlistrik di Aceh Utara dapat di tihat pada GraIik 3.7.

Uraiarr Tahun
2017 2018 2019 2020 202t

Jumlah Rumah
Tinggal Berakses
Sanitasi

80.895 85.952 91.610 95.657 96.292

Jumlah Seluruh
Rumah Tinggal 139.846 140.035 142.587 142.82L t42.846

Persentase 57.85 61.38 64,25 66,98 67,4t

Ren"ana Penanggul@ngan Kemi.skin-an Daerah (RPKD) Kabupqten Aceh (nara
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Grafik 3.7
Persentase Rumah Tangga yang Menglunakan Listrik

di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2077-2021

2017 2018 20L9 2020 2021.

627
580

158
797

3.2.4. Bidatg Pembangunan Desa

a. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui permendesa

PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM dalam rangka mengurangi
jumlah desa tertinggal dan meningkatkal jumlah desa mandiri.
Perkembangan status desa di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat
pada Grafik 3.8 berikut.

Grafrk 3.8
Status Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O2O-2O21
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Dari Grafik 3.8 dapat dilihat bahwa belum ada satupun gampong

di Kabupaten Aceh Utara yang berstatus mandiri, sedangkan gampong

dengan status maju, pada tahun 2021 meningkat dari 4 gampong

menjadi 8 gampong. Gampong dengan status berkembang juga
meningkat dari 158 menjadi 197. Gampong dengan status tertinggal
menurun dari 627 menjadi 580, namun gampong dengan status
sangat tertinggal meningkat dari 63 menjadi 67 gampong. persentase

gampong maju dan berkembang meningkat dari 19,O1 persen pada
tahun 2020 menjadi 24,06 persen pada tahun 2021.

Dilihat dari pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha
Milik Gampong (BUMG), sampai dengan t.rhun 2O21 jumlah BLIMG

yarrg aktif berjumlah 7O7 BUMG berdasarkan penyertaan modal dari
Dana Desa. Kondisi BUMG secara rinci dapat dilihat dari Tabel 3.20.

Tabel 3.2O
Kondisi BUMG di Kabupaten Aceh Utara Tah:un 2O2l

No Uraian
1 BUMG AL:tif 707 unit
2 Jumlah Penyertaan Modal Rp.133.os 1. 171.21 1

Laba Usa-ha Rp. 2.657.594.104
4 Jumlah BUMG yang membuat

laporan keuangar
193 unit

5 Jumlah BUMG yang
berkontribusi terhadap
Pendapatan Asli Gampong

89 unit

Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Iltara Tahw 2O22

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai

suatu proses yang membalgun manusia atau masyaralat melalui
pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku
masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari delinisi tersebut
terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu
mengembangkan kemampuar masyarakat, mengubah perilalcu
masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Tujuan utama
tersebut diwujudkan salah satunya melalui Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang
memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam
pembangunan dan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama

Rencanq Penqnggulangqn Kemi.skinaa Da.erah (RPKD) Kabupqten A(plL Iltqra
Talu.tn 2023 2O26

Jumlah
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PKK. HaI ini dikarenakal keluarga merupakan unit terkecil
masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja
pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan
berbangsa dar bernegara akan dapat melahirkan ketentraman,
keamanan, keharmonisan dan kedamaian.

Tabel 3.21
Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan

Jumlah Keseluruhan LPM di Kab. Aceh Utara Tahun 2Ol7 -2027

Uraian
Tahun

2017 20t9 2020 202r
516 526 6JZ a52 852

Posyandu Aktif 494 953 952 952 952

Jumlah LPM 2185 2185 2185 2185 2185
Sumber : DPWPKB Kabupoten Aceh Utara T@hLn 2022

Ren<:ana Peranggulongan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten A@h lJt@ra
T-h,,- cncl 0naa

20ra

PKK aktif

PKK merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari
ibu- ibu rr'mah tangga maupun ibu yang mempunyai karier di bidang
lain, yang jelas bertujuan untuk mensejahtera_kan keluarga, kegiatan
PKK setiap tahun dilakukan pembinaan untuk adanya peningkatan

mutu dan kwalitas dalam mengayomi keluarga namun ada sebagian

kecil yang tidak bergabung. Tim penggerak pKK Kabupaten setiap
tahun melakukan pembinaan di kecamatan.

3.2.5. Bidang Ketenagakerjaaa

Ketenagake{aal merupakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan tenaga kerja. Dalam UU No 13 Tahun 2013 tentang
ketenagakerjaan mendefinisikannya sebagai segala halyang
berhubungan dengan tenaga keda pada waktu sebelum, selama, dan
sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
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Tabel 3.22
Jumlah Pencari Kerja yang Terda_ftar per Tahun

Kabupaten Aceh Utara Tahwr 2Ol7 -2O21

Sumber : Dina,s Penanaman Mod.al Tratxmigrasi dan Tenaga Kerja, Talun 2O22

Jumla.tr pencari kerja di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017
yang terdaftar sebanyak 912 orang dart cenderung menurun di tahun
2018 dan 2019 menjadi 367 orang. pada tahun 2020 mengalami
kenaikan mencapai 1.409 orang dan Kembali menurLln menjadi 400
orang pada tahun 2021.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat
diukur dengan menggunakan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK). TPAK rlapat cligunakan sebagai indikator tingkat kesulitan
angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TpAK yang
rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia.
Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan
tenaga keq'a yang tersedia.

Tabel 3.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Jiwa) Kabupaten Aceh Utara

Tal'run2077-2O21

Sumber : Badan htsqt Stati,stik AcelL Talun 2O1Z-2O21

Tabel dibawah menunjukkan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja
pada tahun 2017 sebesar 57,2 1 persen meningkat menjadi 63,56 pada

tahun 2o18 n€unur1 selanj utnya menunjukkan trencl rrrerrurun merrja<li
58,46 pada tahun 2021, namun Tingkat partisipasi Angkatan Kerja
Aceh Utara masih jauh di bawah Tingkat partisipasi Angkatan Kerja
Aceh dan Nasional. Perbandingan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja
antara Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional terlihat pada tabel
3.24 dibawah ini :

Tahun
2017 2018 2019 2021,

Jumlah Pencari Kerja
(orang) 912 403 367 t.409 400

Uraian
20t7 2018 20t9 2020 2021

Jumlah Angkatan Kerl'a 235.420 265.708 260.721 267.235 263.205
Jumlah Penduduk Usia

a 471.472 418.034 424.713 443.103 450.160

Rencana Pensngguktngan Kemiskinan Daerq.h (RPKD) Kabu2Qten Aceh tJtara
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Uraian Tahun
20t7 20ta 20t9

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Aceh
Utara (%)

57,2t 63,56 61,39 60,31 58,46

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Aceh (%)

63,74 64,24 63,s6 6.5,10

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Nasional
(%l

66,67 67,26 67,49 67,77 67,80

Tabel 3.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Utara

Tahtn2Ol7-2O21

Sumber : Badaa Pusat S:tatisttk Acel4 Talun 2O17-2O21

Tabel dibawah menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran

Terbuka pada tahun 2017 sebesar 11,02 persen menunjukkan trend
menurun menjadi 8,31 persen pada tahun 2021, namun Tingkat
Pengangguran Terbuka Kerja Aceh Utara masih jauh di bawah Tingkat
Pengangguran Terbuka Aceh dan Nasional. Perbandingan Tingkat
Pengangguran Terbuka antara Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan
Nasional terlihat pada tabel 3.25 dibawah :

Tabel 3.25
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Aceh Utara

Tahtn2OIT-2O21

Sumber : Bodan Pusat Sta,tistik AcelL T@lun 20 1 7-202 1

Perbandingan antara TPAK perempu€rn dan laki-laki pada tahun
2O21 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TpAK perempuan

yaitu sebesar 41,95 persen lebih renda_h bila dibandingkal dengan

TPAK laki-laki yaitu sebesar 75,68 persen. Data tersebut
menggambarkal bahwa pa-rtisipasi perempuan dr Kabupa_ten Aceh

Utara dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Uraian
Tahun

ono 1

Tingkat Pengangguran
Terbuka Aceh Utara (%) tt,o2 10, i8 8,63 8,56

Tingkat Pengangguran
Terbuka Aceh (%)
Pengangguran Terbuka
Nasional ('/"1

6,57 6,36

5,34

6,20

5,28

6,59 6,30

6,495,50

Rencana Penanggulangan Kemi.skinan Daerah (RPKD) Ka.bupqten AcEh Utara
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Tabel 3.26
Ketersediaan Pangan Utama

di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol7-2O21

Sumber : flina-s Pertqnian darr Pangan Katmpaten Aceh tltqra Tahun 2.022

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidak
cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah
tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standard kebutuhan
Iisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan
pangan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan
individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk
memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan

aktif.

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional
yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas

masalah ketahanan pangan dan glzi dapat dikurangi dengan

mengelompokkan beberapa indikator kedalam tiga kelompok yang

berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses

terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu.
Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan

No KOMODITI
TAHUN

2017 2018 20t9 2020 2021
1 Rata-rata jumlah

ketersediaan pangan
Utama per tahun
(ke)

504,73 37q 5R 475 0R 469 7 412 7R

2 Jumlah Penduduk 602.554 608.397 6t9.407 602.793 608.106

Renqtna Penanggul@ngqn Kemiskinan Daerqh (RPKD) Kabupaten Aceh utara
.t^ha,- anaa anoa

3.2.6. Bidnng Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan pangan di kabupaten Aceh Utara dapat

diketahui melalui beberapa indikator dianta-ranya ketersediaarr

pangan utama dan jumlah desa rawal pangan. Pada tahun 2017,

ketersediaan pangan utama di kabupaten Aceh Utara sebesar 504,73

kg/kapita/tahun. Angka tersebut mengalami penurunan sampai

mencapai angka 418,7a kg/kapita/tahun. Perkembangan

ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun) di Kabupaten Aceh Utara
tahun 2OI7-2021 dapat dijelaskan seperti tabel 3.26 berikut ini.
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pangan berglzi, tersebar di dalam tiga kelompok tersebut. Daerah
Rentan Rawan Pangan, artinya daerah yang apabila tidak disupervisi
dapat menjadi daerah rawan pangan.

Kondisi desa rawan pangan di Kabupaten Aceh Utara
berdasarkan peta Ketahanan dan Kerentanan pangan atau yang lebih
dikenal dengan peta FSVA (Food Security and Vulnerabilitg Atlasl d,ai
taJun 2Ol9-2021 pada Tabet 3.27 berikut :

Tabel 3.27
Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2OL9-2O2L

No Tahun
Jumlah Gampong Rawan Pangan

Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3
1 2019 t7 57 t7t
.) 2020 L7 48 154

3 2027 37
Sumber : Dna.s Pettanian don Pangan Kqbupqten A<Eh Utara Tdlatn 2022

3.2.7. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan lebih

difokuskan pada komoditi unggulan pertanian berupa komoditi
tanaman padi. Dengan luas baku sawah 38.417 ha merupakan potensi

untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulal terutama padi,

kedelai dan jagrmg guna mendukung pertumbuhan pDRB daerah di
sektor pertanian. Peningkatan kelembagaan kelompok tani merupakan
langkah awal peningkatan kesejahteraan peta_ni, hal ini dapat

dilakukan dengan adanya pendampingan dan pembinazrn yang

berkelanjutan.

Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan

sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah,
kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, perkembangan produksi komoditi
tanaman pangan unggulan tersaji pada Tabel 3.28 berikut:

Rencana Pen@ggulangan Kemiskinon Daemh (RPKD) Kabupeten Aceh Utqra
Tqhan 2O23 2O26
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Sumber : Diruts Pertanian Tqraman dqn Pangan Kq.b. Aceh Utarq. Talan 2022

3.2.8. Bidaag Kelaute,n &n Perlkanan
Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi kedalam 27

kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing

dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik
wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan
dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu : 1) Wilayah
Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah
Pengembangan Perikanan Bttdidaya Air Payau (wilayah pesisir),

3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman),

dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil perikanan.

.iumiah Produksi ,fftttl3"raten Aceh utara
Tahun 2OI7-2021

Sumber : Dno.s Kel<rutan dan Peikanan Kab. Aceh tnara Tq.futn 2022

Tabel 3.29 diatas menunjukkan bahwa produksi ikan tahun
2021 mengalami peningkatan sebesar 2aL,64 ton bila dibandingkan
pada tahun 2020. Bila dilihat dari tren selama 5 tahun produksi ikan
mengalami peningkatan maksimal sebesar Al.9SB,4Z ton dan
initerjadi pada tahun 2019. Walauprrn terjadi peningkatarr prodrrksi

narnun belum mencapai sesuai dengan target daerah.

TahunNo. Komoditi
2017 2018 20L9 2020 202t

I Padi 44r. .738 a3 389.076 3U 343.726 't9
2 Kedelai 358 08 3.804 59 75 497 105 7t

14.t20 56 10.989 22 14.647 67 10.436,60 13.500 95
4 Kacang

Tanah
t57 ,14 t28,O4 tLo,57 122,O1 115,9

Ubi K 16 2A 45 60 22 77 3.482 31 3.331 48
6 Ubi .Ia1ar 3.625 57 3.613 2t 3.1r5 15 96,40 l02 63
7

Hi au
Kacang 22a,66 187,1s 156,96 60,42 48,58

Uraian 2017 2018 2019 2020 202t
Jumlah Produksi
Ikan (ton) 24.46r,20 28.861,00 31.954,47 27.597,3t 27.a7A,95

Ta-rget Daerah 33.149,79 35.978,57 24.664,63 29.195,05 29.7ra37
Rasio a7,06 86,43 1 1 1.48 94,52 93,81

Rencan@ Peruanggulangan Kemi,skinan Daerah (RpKD) Ka.bupaten A@h utara
,l-t ,,- anol 0naA

Tabel 3.28
Perkembalgan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2Ol7-2O21
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3.2.9. Bidang Sosial

Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pMKS) di
Aceh Utara cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat

masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas,

ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangal orang, serta
perubahan lingkungal sehingga tidak dapat melalsanakan fungsi
sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan

penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial,

rehabilitasi sosial, penanganan fakirmiskin, dan pemberdayaan sosial.

Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Peremprral dan Per:llndungan Anak pada tahun 2AL7-2O27 sekitar 0,1

sld 2,26 persen.

Tabel 3.30
Penanganal PMKS di Kabupaten Aceh Utara

Taht:n2077-2021

Sumber : Dinsos P3A Kqblq)aten Aceh Utqra. Tafu.n 2021

3.2.1o. Bidang Strategis Lainnya yang Berkaitan dengan Isu
Kemiskiaaa

a. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam serta

manusia itu sendiri sehingga mengakibatkal timbuLeya korban jiwa,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Secara kondisi sosial dan geografis witayah Kabupaten Aceh Utara
adalah daerah rawan bencala, baik bencana alam, bencana non alam

cl-an be-lrcana sosial disebatrkar oleh a,cl_arrya jalur tiga lempeng dunia
yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Fasilik yang berpotensi

terjadinya gempa bumi dan memicu timbulnya tsunami seperti yang

Uraian Tahun
20t7 2018 20t9 2020 202t

Jumlah Populasi PMKS 147.357 747.357 t47.357 167.253 165.980
.Iumlah PMKS
dibantu

vang 290 140 445 37aO 453

Persentase PMKS yang
dibantu (%)

o,20 o,10 o,30 2,26 o,27

Renrana Penanggulangon Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupqten Acph tJtora
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pernah dialami pada tahun 2004, disamping itu wilayah Kabupaten
Aceh Utara memiliki geografi dengan tanah yang labil serta

terdapatnya beberapa daerah aliran sungai besar yang menyebabkan

terjadinya banjir luapan setiap tahunnya serta daerah yalg
merupakan wilayah rentan dengan konflik sosial lainnya.

Ada beberapa bencana yang pernah menimpa Kabupaten Aceh

Utara seperti gempa bumi dan tsunami, banjir, angin
topan/kencang/ puting beliung, erosi dan abrasi, kekeringan, longsor,
kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan korban tenggelam.

Akibat dari bencana tersebut telah berdampak kepada kerugian
materil dan imateril antara lain kortrarr jiwa dan har-ta benda serta
kerusakan infrastruktur lainnya.

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang

meliputi penetapan kebdakan pembangunan yang berisiko

timbuLrya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tangga darurat,
dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh

Utara saat ini telah bergerak mengikuti system penanggulangan

bencana nasionai. Perubahan cara pandalg penanggulangan bencana

dari yang bersifat tanggap darurat kearah pengurangan risiko bencana
telah mulai be{a1an. Untuk mengurangi terhadap resiko banjir yang

terjadi hampir setiap tahun di Kabupten Aceh Utara, melalui bantuan
anggaran yang dibiayai oleh APBN sejak tahun 2016 melakukan
Pembangunan Waduk Krueng Keureuto yang diharapkan mampu
mereduksi atau setidaknya mampu mengendalikan meluasnya banjir
di wilayah timur dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun upaya

tersebut, tidaklah mudah karena dengan kondisi goegrafrs Kabupaten

Aceh Utara di kelilingi atau dilintasi oleh beberapa Daerah Aliran
Sungai (DAS), sehingga diperlukan berbagai langkah atau upaya
peningkatan dan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara
dengan Pemerintah Daerah terkait lainnya serta dengan berbagai
organisasi-organisasi pendukung lainnya yang membidangi masalah
pengendaliarr banjir tentunya. Berikut disampaikan kondisi luas

Rencona Pennggulangan Kerni-skiran Daerah (RPKD) Kabup@ten Aeh utara
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wilayah banjir dari tahun 2O17-2021 seperti yang tercantum dalam

Tabel 3.31 di bawah ini :

Tabel 3.31
Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir Kabupaten Aceh Utara

Tahwr2Ol7-2O27

No Dampak Banjir Tahun
20t7 2018 2019 2020 2027

1 Jumlah Gampong 397 oaa 50 396 74

2 Jumlah Kecamatan 26 13 13 24 l7
Sumber : BPBD Kabupqten Aceh Utara ToLun 2022

Pada tahun 2021, persentase korban bencana yang dievakuasi

dengan menggunakan sarana pras€rrana tanggap darurat lengkap

adalah sebesar 65 persen. Tingkat resiko bencana dapat dinilai
berdasarkan indeks risiko bencana. Dalam indeks risiko ini, tingkat
kebencanaan dinilai berdasa-rkan komponen pen5rusunnya, yaitu
bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas
dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan

potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian

suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko

bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya

perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau
kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau
peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif
dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan

penilaian indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Nasional, indeks risiko bencana Kabupaten

Aceh Utara adalah I75,2O atau termasuk dalam kategori tinggi.

b. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran

Kebakaral ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat,

situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan
dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Waktu Tanggap atau
iebih dikenal dengan respons time adafab, total waktu yang dihitung
dari saat berita kebakaran diterirna, pengiriman pasukan dan sarana

Rencan@ Penanggulangan KemiskoTo,r" Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Utara
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pemadam kebakaran kelokasi kebakaran sampai dengan kondisi
siap untuk melaksanakan operasi pemadaman.

Secar-a Nasioiia-l Norma Waktu Tar-rggap 5;alg harus di penuhi

dalam Standar Pela5ranan Minimal (SPM) aCalah 15 Itdenit sejak

menerima pengaduan sampai gelar selang siap semprot di lokasi
kebakaran. Standar Pelayanan ini harus benar-benar dikuasai dal
dipedomani oleh semua personil atau petugas Damkar. Standar ini
juga menjadi salah satu alat ukur keberhasilan petugas pemadam

dalam memberikan layanan pemadam kebakaran.

Capaian tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah

manajemen kebakaran adalah sebesar 70 persen. Jumlah kejadian
kebalaral di Kabrrpaten Aceh Utara selama 5 tatrun teralJrir adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.32
Kejadian Kebakaran di Kabupaten Aceh Utara

Tahtxr2OlT-2021

Uraian
Tahun

2077 2014 2019 2020 202t
Jumlah Kej adian Kebakaran 171 165 131

Sumber : BPBD Kq.bupalEn AcEh tltara Tafun 2022

3.3. Kemlskinan Ekstren
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

dan ini merupakan agenda prioritas nasional. Instruksi Presiden

tersebut agar melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem secara tepat sasar€rn melalui strategi kebijakan melalui: (a)

Pengurangan beban pengeluaran, (b) Peningkatan pendapatan

masyarakat dan (c) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Kemiskinan ekstrem dapat didefinisikan sebagai penduduk dengan

pengeluaran 1,9 USD PPP, berdasarkan standar Work Bank.

Berdasarkan perhitungan BPS Lrahwa i,9 USD PPP perkapitan perhar-i

pada tahun 2022 adalah Rp. 1O.739 perkapita perhari apabila

dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka garis kemiskinan

Rerc4fta Penattggulangan Kemiskino,n Daerah (RPKD) Ka.bupaten A@.h Wara
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ekstrem pada tahun 2O22 adalah 322.17o/kapita/bulan dan ini
berlaku secara Nasional.

Berdasarkan tabel di atas persentase penduduk miskin ekstrem

Katrupaten Aceh Utara tahun 202 1 sebesar 2,65 persen atau 16.617
jiwa. Sedangkan tahun 2022 persentase penduduk miskin ekstrem

sebesar 2,94 ataw 18.653 jiwa. Jumlah persentase penduduk miskin
ekstrem Aceh Utara masih berada di bawah Provinsi Aceh yaitu tahun
2021 sebesar 3,47 persen dan tahun 2022 sebesar 2,95 persen. Untuk
melihat penduduk miskin ekstrem Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Aceh dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.3
Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Aceh,
Menurut Kabu ten Ko Tahun 2021,-2022

Sumber: Badan Pusqt Stati.stik Taht& 2022

Estimasi Persentase
Penduduk Miskin

trkstrem (%)

Estimasi Jumlah
Penduduk Miskin

Ekstrem [%]
Provinsi/

Kabupaten,/ Kota
202r ,ic, 2021. 2022

1

1.1
7.2
1.3
t.4
1.5
1.6
7.7
t.6
t.9
1. 10
1.11
7.t2
1. 13
1.14
1. 15
1.16
1.t7
1. 18
1.19
1.20
7.21
7.22
r.23

Provinsi Aceh
Simeulue
Aceh Singkil
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Aceh Timur
Aceh Tengah
Aceh Barat
Aceh Besar
Pidie
Bireuen
Aceh Utara
Aceh Barat Daya
Gayo Lues
Aceh Tamiang
Nagan Raya
Aceh Jaya
Bener Meriah
Pidie Jaya
Banda Aceh
Sabang
Langsa
Lhokseumawe
Subulussalam

3,47
7,76
5,8

cnc
4,22
3,43
5,O1

6,05
2,75
4,36
7,72
2,65
3,96
t,63
t,74
5,39
2,7s

10,16
7,26
r,71
5,42
1,89
3,23
co

2,95
3,8

3,52
n04
1,98
2,46
4,69
2,12
2,75
4,85
2,47
co4
7,24
4,18
2,O5
3,63
t,4l
6,96
4,37
2,14
5,97
3,46
1,06
2,O3

t84.722
1.688
7.264
4.929
9.227

15.105
to.742
12.806
1 1.791
t9.706
8.199

16.6t7
6.O75
1.547
5.226
9.O72
2.623

15.218
17.794
4.718
1.884
3.401
6.757
2.379

162.805
3.696
4.460
c 220

4.347
12.758
10.199
4.538

1 1.950
22.r47
I 1.888
18.653

1.923
4.005
6.225
6.190
1.365

10.568
7.205
5.975
2.O90
6.32r
2.246
1.644

Rencona Penangrylangqn Kemiskinqn Da.erah (RPKD) Kabupaten Aceh lJtara
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Informasi 40 persen dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah (Desil 1,

2 dan 3) Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara dapat

dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.34
Usia Sekolah di Kabupaten Aceh Utara

l{o Kecar!1atan
Bersekolah Ttdat BerEeLolah

JuElah 7-t2
TahuE

13-15
Tahun

16- 18
Tahun Ju,nleh 7-12

Tbhu!
13-15
Tahuu

16- 18
tahutl

Tat^l l27l 65.231 24.429 19.205 t7.197 13.520 72.741 471 26a
1 BAKTIYA 5.336 2.264 t.47 5 r.593 1..024 986 22 16

2 DEWANTARA 2.O93 884 575 +27 405 16

KUTA MAKMUR 3.959 1.830 1. 141 752 721 16

4 4.830 2.209 1.409 1.212 937 902 9

701 429

MUARA BATU 2.408 1.054 689 442 +57 20 5
7 2.62A t.2tt 730 647 537 512 14 1t
8 SAMUDERA 2.358 981 677 648 53 23
9 3.393 1.450 986 957 6to 593 13 4

10. SYAMTALIRA ARON 1.808 804 456 311 304 3

11 SYAMTALIRA BAYU 2.666 1.t2t a2a 717 519 508 4 7

12. TANAH LUAS 2.536 1_172 677 451 14 11

TANAH PASIR 587 368 243 6 2

14 T. JAMBO AYE 4.94t 1.460 1.2++ 961 923 )) 16

15 SAWANG 2.080 1.575 1.332 1.209 1.101 67 41

16 NISAM 2.572 1.201 760 6lt 523 503 12 8
t7 COT GIREX 1.645 714 456 312 249 14

LANGKAHAN 1.167 76A 668 464 450 11 7

19. 1.894 652 540 407 J62 10 9
20 PAYA BAKONG 1.488 71.4 432 3+2 +o2 16

NIBONG s25 336 307 26 I
ca SIMPANG KRAMAT 1.431 431 325 295 19 11

23. I,APANG 93s 396 294 165 158 6

24 PIRAK TIMU 962 443 291 224 171 166 5 o
25 GEUREDONG PASE 757 176 169 162 4 3

BANDA BARO 899 401 208 176 173 2 1

27 NISAM ANTARA 1.834 5+8 433 39s 17
Sumber : P3KE, Kemenka PMK RI'Iahun 2021

Bila di lihat pada tabel 3.34 diatas, lokasi untuk intervensi program di
bidang pendidikan bagi anak yang tidak bersekolah usia 7-12 tahun
lebih diutamakan pada kecamatan Sawang, Tanah Jambo Aye,

Lhoksukon dan Battiya. Sedalgkan yang tidaA bersekolah pada usia
13-15 tahun lokus untuk program pendidikan adalah kecamatan

4
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634 6

988 15

LHOKSUKON 26
5.

6. 665

MEURAH MULIA

700

SEUNUDDON

54A

747 476

I3. 1.338 383

4.947

475 9
i8. 2.603

BAIiTIYA BARAT 502

426 8
21. 1.169 308

650 350

1

244

26. 290

860 426 21



Sawang, Nibong, Samudera, Lhoksukon dan Baktiya. Selanjutnya

yang tidak bersekolah usia 16-18 tahun lokasi program yaitu
kecamatan Nisam Antara, Sawang, Samudera, Tanah Jambo Aye, Kuta
Makmur dan Baktiya.

Tabel 3.35
Status Kesejahteraan di Kabupaten Aceh Utara

No. Kecematen Neluarga Indivldu

Jumlah Deel! Desil
2

Desil Desil Jumlah Derll Desil Desil
3

Desil

Total (27) 61.798 16.873 18.199 14.777 I t.949 27 4.724 90.505 81.156 43.794

1 BAKTIYA 5.637 1.224 1.6a.5 t.493 1.235 23.727 6.539 7.461 5_631

DEWANTARA 1.638 413 453 494 7.ga9 1.573 2.066 2.270

3. KUTA MAKMUR 3 _982 1.445 T.I79 794 564 17.301 7.6{']2 4.9t7 2.886 1.896

LHOKSUKON 4.363 1.249 1.27 \ t.o27 816 19.978 6.7 74 5.70s 4.351

1.631 430 496 406 299 7.6t5 2.492 2.34t 1.105

6 MUARA BATU 588 6r2 s50 442 10.006 3.183 2.774 2.309 1.740

7 MEURAH MULIA 2.605 422 821 553 r 1.170 4.3 r0 3.440 2.060 1.360

3 SANIUDERA 2.i58 s86 634 495 ,139 i0.058 3.ta'7 2.896 2.195

SEUNUDDON 2.46{J 430 703 638 13.052 3.746 3.as3 2.960 2.413

10
SYAMTALIRA
ARON 1.596 357 474 389 376 7.198 i.925 2.124 1.645

11
SYAMTALIRA
BAYU 2.639 645 630 619 11.346 3.442 3.249 2.199

TANAH LUAS 2.469 606 730 624 s05 10.578 3.217 3.198 2.383 1.780

TANAH PASIR 1.240 37t 292 5.533 L391 1.73I I.138

14 T, JAMBO AYE 4.680 1.396 1.440 1.O34 410 7.493 6.338 4.130 2.965

t5 SAWANG 4.801 1.415 1.066 759 2I.491 8.531 4.279 2.63a

t6 NISAM 2.542 884 714 551 433 4.665 3.O72 2.143 1.440

17 COT GIREK 1.575 336 449 449 :J39 6.646 1.744 1.953 1.750 L199
18 LANGKAHAN 2.439 694 10.280 3.103 t.923

19 BATTTYA BARAT 1.7I3 462 432 372 2.559 2.030 t.Ilo4 t.4
20 PAYA BAKONG 1.459 400 446 375 238 6.510 2.t52 1.998 1.485 875

NIBONG t.237 378 3t2 5.435 1.581 1.7I3 1.230 911

SIMPANG KRAMAT 1.349 407 303 241 6.Oi7 t.793 t.2s2 852

I,APANG 9r9 161 253 245 260 769 r.125 L.OlO

24 PIRAK TIMU 814 266 156 1t7 '1.447 ].270 639 429
GEUREDONG
PASE 644 206 t64 114 2.94t 856 957 698 430

26 BANDA BARO 837 353 261 i41 126 3.902 1.739 1.r15 56i 447

NISAM ANTARA 1.645 564 543 374 200 7.649 3.113 2.434 1.4311 660

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI TaLun 2O21

Pada tabel di atas lokus program di bidang sosial bila dilihat dari status

kesejahteraan pada desil 1 untuk keluarga dan individu perlu

dilakukan intervensi program yaitu pada kecamatan Sawang, Tanah

Jambo Aye, Kuta Makmur, Baktiya dan Lhoksukon.
Rerlc!7nq Pen@nggulansan Kemiskinqn Da.erah (RPKD) Ka.*X:*ifl:::2

4.096

2. 2.O79

3.208

MATANGKULI 1.677
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Tabel 3.36
Jenis Pekerjaan Individu di Kabupaten Aceh Utara

No KecamaLan
Tidak

Bakeria Petani Nelayan Pedagang Pegawai
Swasta

Pekeda
tepas Lainnya

Tot^l l27l lEo.517 55.1E4 1.970 4.55E 1.566 18.o19 t79 tt.279 1.456

I BAKTIYA 14.536 3l ""' I

DEWANTARC 6.O29 541 220 99 47 7 427 29

3 KUTA MAKMUR 1t.272 3.a5I 45 260 ta3 1.100 10 436 144

LHOKSUKON 13.434 22 327 a9 t.127 15 1.7 t6 120

5 MATANGKULI 4.939 1.031 la t47 30 735 5 656 54

6 MUARA BATU 6.735 1.026 214 70 522 7 1.190 40

MEURAH MULIA 6.454 2.793 45 t67 34 888 9 324 52

8 SAMUDERA 7.199 1.362 213 176 37 814 1 205 51

4.97 r 2.252 215 4a) 924 5 182 7A

IO SYAMTALIRA
ARON 709 23 67 o0 555 1l 367 116

11
SYAMTAIIRA
BAYU 2.t79 141 209 751 6 434 52

TAI\IAH LUAS 6.610 2.560 r45 40 a70 9 262 67

13 TANAH PASIR 843 5t 125 30 392 4 2a

14
TANAH JAMBO
AYE 14.451 3.226 95 459 !16 1.579 13 912

15 SAWANG 12.760 66 244 103 1.691 16 444 95

16 NISAM 7.460 15 231 16r ra2 72'2

77 4.599 1.O98 14 102 183 l4 135

18 LANGI{.AHAN 5.691 3.554 31 2t9 27 32a 6 2a

BAI{TIYA BARAT 5 34

20 PAYA BAI(ONG 3.763 1.931 19 1t2 19 413 l 227 25

21. NIBONG 1.073 2S 78 20 452 0 19

22 SIMPANG KRAIttr{T 4_409 951 46 36 433 3 41

23 I,APANG 2.492 861 160 78 12 245 3 94 12

24 PIRAX TIMUR 2.567 426 7 42 30 67 0 231 l5

25 GEUREDONG
PASE I.918 5 l3 2r0t 0 39 7

26. 2.596 720 8 67 25 193 269 22

27 NISAM ANTARA 2.281 19 197 69

Sumber : P3I..E, Kenenka PllK RI Tcban 2O21

Penyebab utama kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara yaitu
pendapatan individu atau keluarga masih di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan Aceh Utara sebesar 17,43 persen sangat releval
terhadap pekeq'aan individu yang ada di Aceh Utara. Bila dilihat pada

tabel di atas jumlah individu yang tidak bekerja sangat tinggi yaitu

sebesar 180.517 jiwa dan ini tersebar di semua kecamatan. Adapun

yang menjadi perhatian pemerintah dan swasta terhadap lokasi

program yaitu kecamatan Baktiya, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon,

Rencana Penanggulangan Kemi,skinar" Daerqh (RPKD) Kabupaten A(Eh Iltqra
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Sawang dan Kuta Makmur. Kecamatan-kecamatan tersebut

merupakan kecamatan yang tertinggi bagi individu yang tidak bekerja.

Tabel 3.37
Kepemilikan 'I'empat di Kabupaten Aceh Utata

No KecaEataE M tk
Seadiri

Sewa/
Xotrtiak

Bebaa
Scea I,airtrya

JuEIsh 49,379 474 t.269 to-276
I BAKIIYA 4.636 38 to2 861
o 149

KUTA MAKMUR 3.084 65 80 753
LHOKSUKON 3.315 86 69 893

5 MATANGKULI 1.375 l2 31 213
6 MUARA BATU t.797 52 26 3),7
7 MEURAH MULIA 2.O44 !4 512

SAMUDERA 1.642 30 394
9 SEUNUDDON 2.245 7t 471
l0 SYAMTALIRA ARON 1.177 2l 20 378

SYAMTALIRA BAYU 2.09a 36 474
12. TANAH LLIAS l 975 .)* 33 433
13. TANAH PASIR 933 13 2t 273
t4. TANAH JAMBO AYE 3.672 104 147 757
15. SAWANG 4.204 40 45 508
16. NISAM 1.998 25 67 492
l7 COT GIREK 1.065 5 227 274
18. LANGKAHAN 18 35 241
19 BAKTIYA BARAT L329 2A 15 341
20 PAYA BAKONG 1,208 4 26 221
21. NIBONG 9i5 26 29 267
cc SIMPANG KRAMAT r .o40 i9 21 269

LAPANG 685 10 29 195
24 PIRAK TIMU 661 10 11 132

GEUREDONG PASE 556 8 6 78

26. BANDA BARO 676 10 6 195

27. j rtsat'r enrana t.471 6

Sumber : P3KE, Kem.enko PMK N Tq.lun 2O21

Bila di lihat pada tabel di atas, lokasi untuk intervensi program di

bidang Sarana dan Prasarana lebih di utamakan pada kecamatan Kuta

Makmur, Nisam, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon darr Baktiya, Muara

Batu dan Nisam Antara.

Rencana Penqnggulang@n Kemi,skin@n Daerah (RPKD) Kabupaterl A(Eh lJtqra
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BAB TV
PRIORITAS PROGRAI,I

Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kabupaten Aceh Utara tahun 2021-2O26 ditetapkan berdasarkan hasil

Evaluasi capaian pelaksanaal program penanggulangan kemiskinan

tahun sebelumnya. Selain itu, dalam menentukan Prioritas Program

penanggulangan kemiskinan juga mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah yang

kemudian di muktahirkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemuktahiran Klasffikasi, Kodelikasi dan nomenklatur Perencanaan

Pembangunan. Selain itu, Penyusunan Prioritas Program juga

mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2021-2026.

4.1. Loaasi Program / Teori Perubahan

Lokasi Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh

Utara salgat tergantung pada strategi yang akan di laksanakan. Da_lam

program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan strategi

diantaranya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan

dan penurunan jumlah kantong-kaltong kemiskinan. Dari ketiga

strategi ini baru kita petakan kecamatan-kecamatan mana jumlah

tingkat kesejahteraan di bidang pendidikan, sosial, kesehatan,

infrastruktur, ketahanan pangan dan bidang lainnya yang masih

rendah, sehingga perlu di lakukan intervensi program pada lokasi-lokasi

atau kecamatan tingkat kesejahteraannya masih rendah.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Dqerqh (RPKD) Ka.bupaten A@h Utara
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4.2. Analisis Teorl Perubahan/Theory Of Change (TOC|

Dalam rangka intervensi prograrn penanggulangan kemiskinan
dibidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merumuskan
Teori Pembahan dalam rangka optimalisasi kinerja biclang penclidikan

yang ditampilkan dalam kerangka logis sebagai berikut :

TOC BIDANG PENDIDIKAN

Pragam PtngalCaan Par{iila6 PrcAra6 Prlldldlan 0a}att

Lrqtt+lrr.
D.}{ Lnrr{ai
tr.q f.l.t

Ln.iit.ln}l X.t y.l.n
f,liArl lcarl X.lat L

faadl|lalrya 3..ana dan
a...t.a,l. Sahrat

taltltrrl-.lnra F.rIt..
lry.Dn Eclaiat

It'!hlk la,l orad.rls.tl.. S.trlai
(J.&nlah Srtotah S.ralraaaalt ll

Dalam rangka intervensi prograrn penanggulangan kemiskinan dibidang
Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merumuskan Teori
Perubahan dalam rangka optimalisasi kinerja bidang Kesehatan yang

ditampilkan dalam kerangka logis sebagai berikut :

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah {RPKD) Kabupaten A@h tltara
't-h,,n ano., )noa

I fr,*ffrUyr P.rtlls.ll far.'t..Lt t rUfrf lP.fl.r lrd. il! Srr.a.r
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TOC 8IDAN6 I(ESEHATAN

Prognn Prfijlllra
llr.rlll Sui!.r

Dalam rangka intervensi program penanggulangan kemiskinan dibidang
Sosial, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merumuskan Teori
Perubahal dalam rangka optimalisasi kinerja bidang Sosial yang
ditampilkan dalam kerangka logis sebagai berikut :

TOC BIDANG SOSIAL

. rlat 1..{.
La.l)lt.
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. Cr*fn rucr
llllrI&

'tdra
Lrdu& rn t
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,mtt$

. aaf+aa .iar ui.a
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. o{.aaca$ |..r5
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lrltJd l$rarf
ldt t lraultt

Fl$.fillcri,
trda

frfb t.rn,xlIr
rrurrtl rn lO
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FlEld.in

tda

Paiaatolratt
ParFlaftatar

Jrdhlan oaaog tang rnctrrarat }lnbr}gaa
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aPa{aar Paa}a
,t9ula. dan
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tant lardaDtgal

Junrlalt tnll larlanlar paoarrna
!at!toa
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4.3. Aaalirie KeterLaita!
Jika definisi kemiskinan dihubungkan dengan tingkat

kesejahteraan, kemiskinan dapat di artikan sebagai ketidakrnampuan

dalam memenuhi kesejahteraan atau dengan kata lain kekurangan

akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kekurangan akses disini maksudnya adalah kurangnya pendapatan

seseorang.

Pada dasamya cara perhitungan kemiskinan dapat dibagi menjadi

menjadi tiga metode yaitu :

1. Pendapatan

Definisi dari pendapatan adalah jumlah barang maupun jasa yang

konsumsi ditambanh dengan perubahan dari total asset bersih. Akan

tetapi di Indonesia dimana pekerjaan nonformal lebih banyak dari
pada pekerjaan formal, sangat sulit untuk menghitung tingkat
pendapatan seseor€urg karena kurang tersedianya data untuk selctor

informal.

2. Konsumsi

Pengertian dari konsumsi adalah barang-barang yang riihatriskan

atau di pakai oleh seseorzrng dengan dibeli atau usaha sendiri.
Perhitungan angka kemiskinan di Indonesia juga lebih efektif
dihitung melalui metode konsumsi. Keadaan ekonomi seseorurng

akan lebih mudah dilihat melalui perhitungan konsumsi

dibandingkan penghitungan pendapatan.

. Bidang Koasumai/Pengeluaran

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab

III, permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Utar-a yaitu
masih tingginya tingkat kemiskinan yang tercermin dari tingginya
persentase dan jumlah penducluk miskin cti Kabupaten Aceh Utara
Untuk mengu.raikan permasa-lahan tersebut, maka disusun capaian

antara/prakondisi yang harus dilalrukan untuk mercapai tqiuan
yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.

Rerr(,,na Penanggulangan Kemiskino;n Daerah (RPKD) Kobtry@ter. A@h Iharo
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Gambar 4.1 Teori Perubahan/ToC Bidang Konsumsi / Pengeluararr

Agar tujuan menurunkan tingkat dan jumlah penduduk miskin dapat
tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam

ToC ini ada dua hai yaitu:

1. Pengurangan Behan Pengeluaran Masyarakat Miskin, melalui;

a) Perbaikan/pemutakhiran data penerima manfaat;

b) Bantuan sosial tepat sasar€rn;

c) Peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar tepat sasaran.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin, melalui:

a) Pelatihan keterampilan dan pernberdayaan potensi lokal;

b) Bantuan dan a}ses permodalan;

c) Peningkatan promosi dar psmasqran.

. Bidp.g KetenagakerJaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab

sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara di
bidang ketenagakerjaan yaitu Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

dengan indikator penurunan Tingkat Penganggwan Terbuka.

Agar tujuan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat tercapai

maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai ada 2 hal yaitu:
1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja melalui:

a) Peningkatan kualitas instruktur/ tenaga pelatih;
b) Peningkatan kuantitas dan kualitas peserta pelatihan dan

pemagangan;

c) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelrembagaan pelalihan dan
pemagangan.

Retrana Perunggulangan Kemiski ln Daerah @PI(D) Kabupaten Aeh lJtara
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2. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, melalui:

a) Meningkatnya informasi pasar ke{a yang dapat diakses;

b) Perringkatan jejaring kerjasama penempatan tenaga kerja;

c) Perluasan ke{a sektor informal.

M@irgLlrya fte8a rcrja Bcrdaye S.lra
IDdiL.to.:

F.Erb* lteaa rGrja Fomd
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&oFt Gi Otlx) y.rr8
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Gambar 4.2 Teori Perubahan/ToC Bidang Ketenagake{aan

. Bidarlg Peadidiltna

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada

Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh

Utara di bidang pendidikan yaitu Peningkatan Akses Pendidikan yang

Berkualitas dengan indikator Harapal Lama Sekolah. Untuk
mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi
yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar

dalam ToC berikut ini.

Gambar 4.3 Teori Perubahan/ToC Bidang Pendidikal
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Agar tujuan meningkatkan Harapan Lama Sekolah dapat tercapai

maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC

ini ada 2 hal yaitu:

L Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikar melalui :

a) Pemberian layanan pendidikan beruiirhr bagi anak kurang
mampu

2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, melalui:

a) Peningkatan kapasitas SDM pendidikan

b) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah

c) Implementasi pelaksanaan kurikuium.

Btdaag Kesehatrn

Berdasarkan identifrkasi masalah yang telah diuraikan pada

Bab sebelumnya, tqjuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh

Utara di bidang kesehatan yaitu Peningkatan Derqiat Kesehatan

Masyarakat yang tercermin dari Angka Harapan Hidup, Untuk

mencapai fufuan tersebut, maka disusun capaian antara I
prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tqluan seperti

yang tergambar dalam ToC berikut ini.

M@ingkaBlya Komuntklsi,
Info@i dan Eduka3i Hdup

Gambar 4.4 Teori Perubahan/ToC Bidang Kesehatan
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Agar tujuan meningkatkan Angka Harapan Hidup dapat tercapai maka
prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai daiam ToC ini ada 2

hal yaitu:

1. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat, melalui:

a) Peningkatan komunikasi, informasi dan edr.rkasi hidnp sehat;

b) Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan

masyarakat;

2. Meningkatnya rnutu dan akses pelayanan kesehatan, melalui:

a) Meningkatnya mutu SDM kesehatal;

b) Meningkatnya jurnlah sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai

kebutuhan;

c) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

o Btdaog Infrastruktur Dasar

Berdasarkan identifftasi masalah yang telah diuraikan pada Bab

sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara di
bidang infrastruktur dasar yaitu Kawasan Permukiman yang Tertata
dengan Baik dan Berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka
disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar

tercapainya tqiuan seperti yang tergambar da_lam ToC berikut:
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Agar tqiuan meningkatkan kawasan permukiman yang berkelanjutan

dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakuiran dan akan dicapai
daian-r ToC ini ada 3 hai yaitu:

1. Meningkatnya lc,:alitas kawasan permukiman, melalui:

a) Meningkatnya PSII permukimarr bagi masyarakat;

b) Meilingkatnya pemenuhan kebutuhan rurnah yang layak huni;
c) Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan

perkotaan/ pedesaan pada kawasan kumuh.

2. Meningkatnya kebutuhan huniaa yang terjangkau bagi masvarakat

berpenghasilan rendah (MBR) metalui peningkatan masyarakat MBR

yang memiliki rumah.

3. Meningkatnya atses iayanan air minum dan sanitasi yang iayak,

rllClitlLlr:

a) Meningkatnya layanan air bersih bagi keluarga rniskin;
b) Meningkatn5ra layanan sanitasi layak di daerah kemiskinan.

o Bidang Ketahaaan Pangan

Berdasarkan identilikasi masalah y-ang telah di-,.iraikan pada Bab

sebelumn]'a, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Uta;:a di
tridang ketahanan pangan yaitu Pemantapan Ketahanan pangan

Mas_yarakat. Untuk mencapai tqiuan tersebut, maka disusun capaia-n

antara/ prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tqiuan seperti

yang tergambar dalam ToC berikut ini.

P€mantap KetalarEnPangan
lrdikator : Ind.ks K.tahalan Pms.n

Pen6eekaraaaftm

r{Etribuei Loes{ro,ri

PenAawasai Keamed dm
Mutu PSAT Bojalm tsaik

Indkator :

Persentase PSAT y8!tg Aean

DiKonsumsi

Gambar 4.6 Teori Perubahan/ToC Bidang Ketahanan Pangan

Keterjangkauan PanSan Masysrakat Te.penuhi
Indihator :

1. CadarlAarl Pangai Daerah Maata Anta. Wila].ah
2. Halga Pang€]r Stlategis Stabil

Konsum3i Par*an Bernutu da.n Aman
Indlikaror :

l. $cor rbia Pangan tingkat KoEsumsr kieat
2. Jamine/ SstiEk si Pangan S€ge As€r T\rmbuhar

dui<ruasi HaEa Pange
St ateais Terkendali

Meningketnya C&ianAu

Inai*atbr :

Jumlah calah/B€ra!
Ttr*.di,.ii Lumbrrn8
Paraai /Gudms

1. Koefi3ien Varian (Cr,r)
Harsa PargEn Strstess
<25./o

z.Id*d Betrs Paraan
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Agar tujuan Pemantapan Ketahanan Pangan dapat tercapai maka
prakondisi yang harus diiakuir.an dan akan ciicapai daiam ToC ini ada 2

hal yaitu:

1. Terpenuhinya Kete{angkauan Pangan Masyarakat, melalui:

a-) Fluktuasi harga pangan strategis yajng terkendali;

b) Peningkatan cadangan paflgan.

2. Konsumsi Pangan Bermutu dan Aman, rnelalui:

a) Penganekarag tnan konsumsi pangan;

b) Pengawasal keamanan dan mutu pangan yang berialan baik.

4.4. Aralisk Anggaran

4.4.1. Program Prioritas Rencana penanggulangan

Kemlgkinan Daerah (RPKDI

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan

serangkaian indikasi-indikasi program yang dapat dijadikan landasan
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RpKD bidang
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Matriks
Rencana Penanggulangan Kemiski an Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh

Utara untuk tahun 2O23-2O2 6 sebagaimana tabel 4.S berikut :

Rencfj,na Penangwlangan Kemi.ski,].o,r" Daerah (RPKD) K@bupaten A(eh Utar.t
Tah.ln 2023 2025 104
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BAB V
I.OKASI PRIORITAS

5.1. Aaalisis LoLasi Priorltas
Analisis lokasi prioritas bertujuan untuk menentukan wilayah

kecamatan mana yang memiliki kondisi "kritis" (daerah prioritas) yang perlu
segera mendapatkan intervensi (lokus intervensi) berdasarkan kondisi atau
performance indikator utama dan indikator pendukung. Analisis lokasi
prioritas ini menggunakan analisis kuadran, dengan mempersandingkan

antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki
keterkaitan / hubungan. Analisis ini dapat membantu dalam menetapkan

wilayah prioritas intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil
diharapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Gambar 5. !.

Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses
ke Puskesmas cii Kabupaten Aceh Utara

I
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bkkb^'i I +n

Sumizer : P3KE, Kemeni.o PMK Ri Taiun 2a2i

Dengan penentuan lokasi kecamatan terhadap akses ke puskesmas yang
menjadi Prioritas l, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4. Kecamatan yang

menjadi target atau prioritas 1 (merah) intervensi ada 5 kecamatan yaitu :

Sawang, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, Baktiya dan Seunuddon.
Sedangkan Ler-arnatan rraltq, mendanat nrioritas 2 lkrrninol ada 4 vaittr .

Kuta Makmur, Nisam, Meurah Mulia darr Syamtalira Bayu.
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Gambar 5.2
Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses

ke SD Sederajat di Kabupaten Aceh Utara
Penontuan Lokasi l(Mmataf, Priontag

P.rc.9ftn P.ngh.B!.. K.mt'kln.n Et.rr.m (ppKE) lil
ac,,'r aEdL-l I
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o bkkb,i, E fur
Sumber : P3KE, Kemenka PMK Rl Talun 2021

Berdasarkan kuadran, kecamatan yang mendapat prioritas 1 (merah)

untuk di intervensi berdasarkan variabel akses ke SD sederajat terdiri dari:

Kecamatan Kuta Makmur, Baktiya, Lhoksukon dan Seunuddon.

Kecamatan yang mendapat prioritas 2 (kuning) untuk intervensi ada 3

kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Jambo Aye, Nisam dan Meurah Mulia.
Kecamatan yang mendapat prioritas 3 (hijau) terdapat 5 kecamatan terdiri
dari kecamatan Pirak Timu, Tanah Luas, Paya Bakong, Syamtalira Aron dan

Geuredong Pase. Sedangkaa yalg mendapat prioritas a piru) ada 15

kecamatan untuk di intervensi.

Gambar 5.3
Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses

Ke SMP Sederajat Di Kabupaten Aceh Utara
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Berdasarkan kuadran diatas, intervensi wilayah untuk variabel
akses ke SMP sederajat terdapat 4 kecarnatan yang mendapat
prioritas 1 (merah) yaitu : Kecamatan sawang, Tanah Jambo Aye,
Lhok-sr-rkon da.n K-r-r ta Ma-kmr-rr. Secla.ngkan kecana.ta.n ,-TB
mendapatkan prioritas 2 terdapat 4 kecamatan yaitu : Baktiya,
Meurah Mulia, Nisam dan Seunuddon. Kecarnatan yang
mendapatkan prioritas 3 terdapat 5 Kecamatan yaitr.r : Baktiya
Barat, Simpang Kramat, Paya Bakong, Pirak Timu dan Tanah Luas.
Kemudian kecamatan yang rnendapatkan prioritas 4 ada sejurnlah
14 kecamatan.

Gambar 5.4
Penentual l,okasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses

ke SMA Sederajat Di Kabupaten Aceh Utara

EPaaent an Lot sl X.cam.rln Prlortt i
P.rc.a.l.n P.ngh.po..n x.mlltlnrn Etrtrm (PPrE)
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Berdasarkan kuadran diatas, intervensi wilayah untuk variabel akses
ke SMA sederajat terdapat 1 kecamatan yang mendapat prioritas 1

(merah) yaitu : Kecamatan Lhoksukon. Sedangkan kecarnatan yang
mendapatkan prioritas 2 terdapat 6 kecamatan yaitu : Sawang,
Tanah.Iar-nho Arze Raktir,ra- Nisarlr Merrr-ah 1rfrrlia 6arr Serrnrr4rl.n
Kecarnatan yang rnendapatkan prioritas 3 terdapat 4 Kecarnatan
yaitu : Tanah Luas, Langkahan, Paya Bakong dan Pirak Timu.
Kemudian kecamatan yang rnendapatkan prioritas 4 ada sejumlah
16 kecamatan.
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Gambar 5.5
Penentuaa Lokasi Kecamatan Prioritas Terhadap Akses
ke Poskesdes Atau Polindes Di Kabupaten Aceh Utara

EP.c.tu€n Lot6.l Kac.E.trn Pnodtag
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Berciasarkan i<uadran cii atas intervensi wilayah penenruan iokasi
prioritas bcr dasar kau var iai.rei akses poskesdcs atau poiiriries yarrg rnerrjarii

Prioritas I (merah) terdapat 1 kecamatan yaitu: Kecamatan Lhoksukon.

Sedangkan kecamatan yang mendapat prioritas 2 (kuning) ada 4 yaitu :

Kuta Makmur, Tanah Jambo Aye, Baktiya, Nisam, Meurah Mulia dan

Seunuddon. Kecamatan yang mendapat prioritas 3 (Hijau) terdapat
5 kecamatan yaitu: Matangkuli, Paya Bakong, Syamtalira Aron,
Tanah Luas dal Sirnpang Kramat. Kecamatan yang mendapat
pnontas 4 (birr-r) y2rtu: Ceur-eudong Pase, Pir-ak Tirnu, I-angkahan,
Baktiya Barat, Nisam Antara dan Samudera.

Meningkatnya harga rumah atau harga materialnya menyebabkan

masyarakat tidak mampu memiliki rumah layak huni. Hal ini diperparah

dengan mahalnya harga tanah di pusat-pusat kegiatan ekonomi

masyarakat. Dan selama akses kepada sumberdaya kunci pembangunan di
pusat kegiatan ekonomi tidak dapat dicapai oleh masyarakat miskin, baik
secana adninistr-a-tif rnauplrn sr-rbsta:rsia-l (,-rtanan],a ta:ral di perk-ota-a-ni,

dapat mengakibatkan mereka semakin sulit mengatasi

ketidakberdayaannya. Untuk menyiasati ketidalberdayaannya, masyarakat

memilih untuk menumpang ataupun menyewa rumah yalg berdekatal
dengan lokasi mata pencahariannya sehari-hari demi dapat mengurangi

beban pengeluaran tranportasi.

Reru:sna Perlanggllangan Kem.iskinan Do-erah (WKD) Kabupatet A.ph [Jtara
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Berdasarkan data P3KE, masyarakat yang masih menumpang rumah
terbanyak berada di Kecamatan Lhoksukon yaitu 656 keluarga, disusul

Kecamatan Balftrya sebanyak 633 keluarga dan Kecamatan Kuta Makmur
seba.nSraft $9Q llqlr-t-a.yga-, I-In-r-!2-n tersebut dapa-t menjadi r-r-r"utan l, 2, dat.3
untuk lokasi prioritas penanganan kemiskinan.

Gambar 5.6
Jumlah Rumah Tidak l,ayak Huni Di Kabuoaten Aceh Utara

Tahun 2O21

DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
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Gambar 5.7
Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Sumber penerangan

Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
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Gambar 5.8
Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Di Kabupaten Aceh Utara

Tah:un 2C.21
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Gambar 5.9
Jumlal Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum

Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
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Gambar 5.10
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar

Deneran Sentic Tank i-)i Kahtrnaten Aceh l]tara Tahun 2,A21
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NO

Tabel 5.1
Jumlah Individu dal Jenis Pekerjaan Di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2O21

Kecamatan Lainnya Nelayan

18

59i

Wiraswasta

159

320

r t lo]'lrvr arrl r /_rl\-al

S.mher : P3KE, Kemenko PMK RI Talutn 2021

DATA PEKERJAAN

Pedagang
D-1-^-i^

l,€pas
i

Petani

1 BAKTIYA 35 58 208 2.7 07 869
2 DEWANTARA 7 124 54 180 342
3 KUTA MAKMUR 7t 38 tl4 129 2.22a 7ta
4

l___^_______-__
I Lr1UI(sUr\Ul\

L

-^ IrJ 
I

z tJ - -- Ic/5 
|

- --^ I lto1./DJ 
I

5 MATANGKULI 79 12 81 64 465
6 MUARA BATU l7 t46 tt4 423 562 352
7 MEURAH MULIA 15 93 49 1.382
8
9

SAMUDERA
SEUNUDDON

18

2a

T 161

296

1na

119

41.

47

765
1.o92

490
563

10 SYAMTALIRA ARON 4l 15 34 160 467 370
11 SYAMTALIRA BAYI] 20 95 105 125 1.156 351
l2 TANAH LUAS 27 68 66 1.258 453
l? TA\IAIJ PAQII)

I
10 4n I

I

I

I

acq I a1a

t4 TANAH JAMBO AYE 27 296 217 2.O42 981
15 SAWANG 29 35 118 74 2.439 861
16 NISAM l4 11 330 1.389
t7 COT GIREK \2 9 51 707 239

LANGKAHAN 11 
I

19 83 s8 I 1.49s
19 BAKTTYA BARAT 18 2s 845 303

PAYA BAKONG 8 6 43 67 851 224
2t NIBONG 3 T6 4l i6 589 262

SIMPANG KRAMAT 1-T 1e 31 46
LAPANG 3 103 32 19 364 118

24 PIRAK TIMU 5 5 2A 123 456 44
GEUREDONG PASE 5 t7 2 392 110

26 BANDA BARO 7 5 36 539 t17

TOTAL 511 1.376 2.433 3.242 29.096 10.544

Rencana Perlanggulongdn Kem.iskinan Doerah @PKD) Kabupaten A(ph Utdra

654

12

119 113

t7
20

25 2

t77



DATA PENDIDIKAN

Nama Kecamatan
Siswa
SMA/

Sederajat

Siswa
SMP/

Sederajat

Tamat
Perguruan

TinCgr

Tamat
sMA/

Sederqiat

1 BAKTIYA 22 27 72 905 2.701
2 DEWANTARA 9 7 16 435 353

15 16 s4 I roor l 2.224
4 LHOKSUKON 18 22 82 1019 1.753

MATANGKULI i3 13 34 426 654
6 MUARA BATU 11 6 49 558 562
7 MEURAH MULIA

o

9 SEUNUDDON

t7 14 57

I1

5 13 43

s98 I .382
.+ oo

494 1 .O92
10 SYAMTALIRA ARON 5 2 80 467
11 SYAMTALIRA BAYU 10 18 392 1.156
12 TANAH I-UAS '18 14 47 552 1.258
13 TANAH PASIR 5 t7 274
l4 TANAH JAMBO AYE 9 9 72 1.O03 2.O42
t5 SAWANG l4 73 1.104 2.a39
16 NISAM 8 6 66 i.389
t7 COT GIREI{: R 7

I
)n 328

18 LANGKAHAN 10 18 16 1.495
19 BAKTIYA BARAT 6 l4 25 328 845
20 PAYA BAKONG 16 6 276 851

21

23

NIBONG 3 11 2l 310
SIMPAN(; KRAMA'I 7 4 '2IJ 32',/

LAPANG 6 5 10 t21 364
24 PIRAK TIMUR 3 3 16 t42 456
25 GEUREDONG PASE 4 4 8 111 392

4 15 318 539
c7 NISAM ANTARA 6 7 2l 251 l. 138

TOTAL 272 277 1.053 13. 145 29.096

Tabel 5.2
Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2021

NO

KUTA MAKMUR

22

BANDA BARO

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Talatn 2021

Tamat
SMP/

Sederqiat

488

7fi7

s89

591

118

6

615

268

4

I
I

Renc,na Pennnggutan4an Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupolen A@h Utara



NO

1 BAKTTYA 1.691 2.7It
512 632

KI-TTA MAKMLTF.
4 1,453 2-O94

57r5 IMATANGKULI
6 MUARA BATU 720 1.030
7 MEURAH MULIA 752 1.444

SAMUDERA 665 1.054

10 SYAMTALIRA ARON 587 633
79r r.229

TANAH LUAS 841
13 TANAH PASIR 366 5a2

IAI\Ar1 J I\,TVI.I'\J AI 11

15 SAWANG 1.841 2.20t
t6 NISAM t.o7t 1.O78
t7 COT GIREK 809 427
18 LANGKAHAN

BAKTTYA BARAT 708 
|

497
633

20 PAYA BAKONG 474
2l NIBONG 49t 493
22 SIMPANG KRAMAT 587 52t

I A PA I\I'-} ?q5
PIRAKTIMUR 386 311

25 GEUREDONG PASE 3t7 2t7
26 BANDA BARO 400 361
27 NISAM ANTARA 878 607

Tabel 5.3
Jumlah Penerima BPNT Di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2O21

DATA PENERIMA BPNT

Nama Kecamatan Tidak Ya

2
a

DEWANTARA

793

L+ z.vo L

19

1.9 19

76t

7.429

.t.aruv

?,64

TOTAL 22.4L5 27.O3'1
Stmber : P3KE, Kemenko PMK RI Tq.tan 2021

Rencarul Petanggulan4an Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten A@h Utar@
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Tabel 5.4
Jumlah Penerima PKH Di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2021
DATA PENERIMA PKH

NO Na,ma, Keca-m a.ta,n Ticla,k Ya

2
3

DEWANTARA
KUTA MAKMUR

732
2.260

+L2
1.158

I

5 !II\.'AD\JA\J1! l.L)rl ,

9 SEUNUDDON 1.186 1.036

TANAH PA SIi? 517

Sumber : P3KE, Kemenko PMK RI Tatatn 2021

5 MATANGKULI 814 518
6 MUARA BATU 1.136 6t4
7 MEURAH MULIA 1.22r
8

SYAMTALIRA ARON

SAMUDERA

388

6861_O33

832
11 SYAMTALIRA BAYU 1263 757
72 TANAH LUAS 1205 7s9

421
74 TANAH JAMBO AYE 2.40t
15 SAWANG 2.292 1.750
t6 NISAM 1.273 876
17 COT GIREK 885 351
-^l-.--^--.-----16 | LANLiI1A.HAN 759- -^- lL.r'21|
l9 BAKTTYA BARAT 836 505
20 PAYA BAKONG 815 406
2l NIBONG 575 409
22
23

SIMPANG KRAMAT
LAPANG

7o0
371

408
288

24 PIRAK TIMUR 414 283
25 GEUREDONG PASE 361 773
26 291
.)7 I

I
(o 1\Tra A t\/t 6\r,r1ADA c'a;f

TOTAL 3,0.497 19.352

Retcqna Penangg,tlongon Kemiskinor. Doerah (RPKD) Kabupaten A.ph UtdrclE

975

10

1.469

BANDA BARO 470



Tabel 5.5
Jumlah Penerima Sembako Di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2021

Nama- Kecarna.tal Tidak Ya

5 MATANGKULI 666

gg.l

2.262

Nr)

1.t34
860

666

1 23'l

1.J66

7+6
481

18
19

LANGKAHAN
BAKTTYA BARAT

a? I A DA I\I/-: anA 2ee

TOTAL 27.OA7 22.762
Stmber : P3KE, Kem.enko PMK RI Talun 2O21

DATA PENERIMA SEMBAKO

1 BAKTTYA 2.336 2.066
, DEWANTARA 627 5t7
J KUTA MAKMUR 1.802 1.616
4

6

LHOKSUKON

MUARA BATU

1.805

877

L.742

873
7 MEURAH MULIA 1.O10 1.186

l0

8 883

702

836

518SYAMTALIRA ARON

SAMUDERA

11 SYAMTALIRA BAYU 1.013 1.OO7
t2 TANAH LUAS 1.001 963
13

15

410

2.065

538

r.977

TANAH PASIR

SAWANG
16 NISAM 841
77 COT GIREK 863 373

20 PAYA BAKONG 778 443
21 NIBONG 556 428
22 SIMPANG KRAMAT 457

24 PIRAK TIMUR 403 294
25 GEUREDONG PASE 344 190
26 BANDA BARO 468 293
27 NISAM ANTARA 926 559

Re.rcnno Perumggutanqan Kemiski,].q,n Daerah (RPKD) Kabupateft A@htkara
falxn 2C23 2025

q ISEIINIIT,DoN

1+ | IltNl\.rr JAlVlt U Art
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Gambar 5.11
Penentuarr Lokasi Kecamatan Prioritas Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Terhadap Nilai Indeks Dimensi
Infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
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Gambar 5.12
Penentuan Lokasi tsecama+"an Prioritas Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Terhadap Aksesibilitas Jalan Di
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

I r/ o.,r.- r I,,q,Gir

a

a-*
a*

ai*
a
a@!

t

aad4&

o: bkkbn'i g (}D
t)ultLuet . rJr\E, r\clletLNo rttu\ rtt lotu,.rL zuzj

Renenn PenrtrLggularEan Kemiskinan Dqerah (RPKD) Kabupaten A@h utare
Tal'*n 2423 2426

Pononil.n Lol8rl K.camrtan Pdorttaa
Parccrotrn P.nghapo3an Komllkln.n El(atrom (PPXE) I

q

a

I

Pafianturn Lotall KecanEtan Pdortlea
Po.c€paro Paagh.pGan Ken .klnrn Ek6l'€m (PPKE) I

t22



BAB VI
PENUTUP

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan

multidimensi yang mendesak dan memerlukan upaya penanganan

yzrng sistematik, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut perlu
diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan

pendapatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat untuk
menempuh kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban

penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi
seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan

penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah

daerah berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan, dengan

menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu
prioritas kebijakan pembangunan. Agar pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan dapat lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2O23-

2426. Dilrarapkan dokumen RPKD ini dapat menjadi salah satu cara
yarg tepat dan terara-h dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan
peran penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dokumen RPKD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 ini
diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam

rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh

Utara. Oleh karena itu dokumen RPKD ini perlu diintergrasikan ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik pada

rencanajangka menengah yaitu RPD dan Renstra OPD maupun dalam
jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja

OPD.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tatlun 2022 Tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupalan langkah
percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang di
targetkan tuntas pada tahun 2024 rr,er'datang, maka implementasi

RPKD ini perlu dilakukan dan didukung melalui sinergitas prograrn

dan anssa!:an dari selrrnrh netnanskrr kenenfinqan traik dsri lrns,rr

DPRD, masyarakat maupun swasta.

Renca'ra Penangrylangan Kemiskinan Daerqh (RPKD) Rabupaten A@h Utara
Tatutn 2O23-2026 123



Seluruh pemangku kepentingan perlu merespon RpKD ini
dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan
implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan
sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan

diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program penanggulangan kemiskinan dalam koridor keuenangan dan
peraturan yang berlaku.

ACE UTARA, n
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Rerrruna AenongEutcngon Kemliskinca Doersh (RPt(Dl Kobupqten Aceh lltqro
Talwr 202i-2O26 E


